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ABSTRAK 
 
CAPRIANTO RIO SARONGALLO, (B11107780). Skripsi, Analisis 
Penerapan Ketentuan Pidana Minimal Dalam Perkara Korupsi, 
Dibawah bimbingan  dan  arahan Bapak M. Imran Arief  selaku 
Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing I. 
  
Penelitian ini mengkaji tentang (1) Pertimbangan hukum Hakim 
dalam menjatuhkan Pidana Minimal dan (2) Penjatuhan Pidana Minimal 
dalam hubungannya dengan penanggulangan Korupsi. 
 
Di dalam paragraf yang menguraikan latar belakang masalah 
korupsi ini, diberi gambaran bahwa masalah pokok dalam hukum pidana 
yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana 
yang persoalan intinya terkait pemberian pidana serta pelaksanaan 
pidana. Masalah pidana terdapat dua pandangan yang berbeda. 
Beberapa ahli hukum keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana 
sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan dan sebagai ahli tetap 
mendukung digunakannya sanksi pidana sebagai sarana untuk 
penanggulangan kejahatan. Yang pasti adalah bahwa pidana sebagai 
sarana pemberantasan kejahatan kehadirannya tetap dibutuhkan. Pidana 
tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam 
pemberantasan kejahatan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa penjatuhan 
pidana minimal oleh Hakim adalah suatu putusan yang tidak mendukung 
upaya pemberantasan korupsi, karena upaya yang positif untuk 
pemberantasan korupsi adalah upaya represif disamping upaya preventif. 
Jika Hakim yang mengadili korupsi menerapkan pidana minimal, sama 
saja Hakim mendukung korupsi atau memberi pupuk dalam putusannya 
yang menyuburkan korupsi. Penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya 
dengan penanggulangan korupsi, jelas tidak memiliki daya efektivitas 
untuk menanggulangi korupsi. Penjatuhan pidana minimal justru memicu 
peningkatan korupsi baik kuantitas maupun kualitasnya.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering 
menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, yang 
persoalan intinya terkait pemberian pidana serta pelaksanaan pidana. 
Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, 
mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat 
martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan 
akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat 
menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. 
Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai 
melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan. 
Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana 
dan pemidanaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya 
menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa 
adalah stelsel pidananya. Sebab dari stelsel pidana ini akan tercermin nilai 
sosial budaya bangsa tersebut. 
Mengenai masalah pidana terdapat dua pandangan yang 
berhadapan. Beberapa ahli hukum menjelaskan tentang keberatan  
terhadap penggunaan sanksi (hukum) pidana sebagai sarana 
penanggulangan kejahatan dalam masyarakat, dan sebagian ahli yang 
lain tetap mendukung digunakannya sanksi pidana dalam masyarakat, 
meskipun dengan berbagai catatan. 
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Menurut Alf Ross (Tongat, 2004:8) bahwa keberatan terhadap 
penggunaan sanksi pidana dalam masyarakat ini bertolak dari munculnya 
pandangan deterministik, yang kemudian berlanjut pada munculnya 
gerakan Anti Pidana (The Campaign against Punishment). Karena 
munculnya keberatan tersebut, maka menurut Manninger, sikap 
memidana harus diganti dengan sikap mengobati. 
Menurut Roeslan Saleh (1987:1) bahwa pidana tidak dapat 
dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa 
pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia 
merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang 
dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti 
diharapkan masyarakat. 
Pada kesempatan lain, Roeslan Saleh (Muladi dan Barda Nawawi, 
1992:152) mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai 
masih perlunya pidana dan hukum pidana, yang pada intinya sebagai 
berikut : 
a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan 
tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada 
persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu 
boleh menggunakan hukum paksaan; persoalannya bukan 
terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan 
antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan 
pribadi masing-masing. 
b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak 
mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum dan disamping itu 
harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran 
norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan 
begitu saja. 
c. Pengaruh pidana atau hukum bukan semata-mata ditujukan 
pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang 
tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma 
masyarakat. 
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Senada dengan Roeslan Saleh, Herbert L Packer, (Barda Nawawi, 
1996:28) secara panjang lebar membicarakan masalah pidana dengan 
segala keterbatasannya sebagai berikut: 
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup 
sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.  
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang 
tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya 
besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman 
dari bahaya. 
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau 
terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama 
dari kebebasan manusia. la merupakan penjamin apabila 
digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia 
merupakan pengancam, apabila digunakan secara 
sembarangan dan secara 
 
Fungsi hukuman sebagai salah satu alat untuk menghadapi 
kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-
perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan 
terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi aktif 
untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam 
masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan, terus 
berubah dan berkembang ke arah fungsi hukuman khususnya hukuman 
penjara sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke 
dalam masyarakat. 
Dengan demikian meskipun dengan arti, sifat, bentuk dan tujuan 
yang selalu berubah, pidana sebagai sarana pemberantasan kejahatan 
kehadirannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Pidana tetap dianggap 
sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam memberantas kejahatan, 
sebagai jawaban (tradisional) yang tetap masih dianut sampai sekarang. 
Bahkan hingga kini masih tampak usaha-usaha mengurangi kejahatan 
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dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa 
cara-cara tersebut tidak efisien. 
Jenis sanksi pidana pada umumnya dicantumkan dalam 
perumusan delik. Didalam Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis 
hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa : 
1. Pidana pokok : 
a. Pidana Mati 
b. Pidana Penjara 
c. Kurungan 
d. Denda 
2. Pidana tambahan : 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Parampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim 
KUHP menempuh dua sistem perumusan yang oleh Bardan Awawi 
(1996:152) di kemukakan sebagai berikut : 
a. Sistem tunggal yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai 
satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang 
bersangkutan; dan 
b. Sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara 
dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana 
lainnya sampai yang paling ringan. 
 
Sistem tunggal untuk kejahatan dalam KUHP, khusus untuk pidana 
penjara saja, merupakan bentuk perumusan yang paling banyak 
digunakan. 
Sistem perumusan alternatif yang paling banyak digunakan di 
dalam KUHP ialah berupa ancaman pidana penjara atau denda.  
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Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan 
di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di 
dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari). 
Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, mengenai pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus. 
dengan kalimat ... atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun.... 
(Pasal 2). Dalam Pasal 3 dikatakan ... atau pidana penjara paling sedikit 1 
(satu) tahun … dan sebagainya yang bervariasi dari pidana penjara paling 
sedikit/singkat satu, dua, tiga dan empat tahun. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti tentang 
penjatuhan pidana minimal dalam putusan hakim dalam mengadili dan 
memutuskan tindak pidana korupsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana minimal ? 
2. Apakah penjatuhan pidana minimal dalam tindak pidana korupsi 
dapat menanggulangi pidana korupsi ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana minimal.  
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana minimal dalam tindak pidana 
korupsi dapat menanggulangi pidana korupsi. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan teoritis yaitu : 
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam rangka penjatuhan pidana kepada pelaku Tindak Pidana 
Korupsi berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  
2. Kegunaan praktis yaitu : 
Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama para hakim 
yang bertugas mengadili dan memutuskan Tindak Pidana Korupsi, dan 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui 
lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam 
penulisan skripsi ini.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Teori Tujuan Pemidanaan 
1. Teori Retributive 
Pandangan atau teori retributive ini merupakan pandangan atau 
teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam 
pandangan ini, diadakan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung 
jawab atas perbuatannya sendiri. 
Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mudah harus 
dipidana. Semboyan yang sangat popular dalam era ini adalah: darah 
ganti darah, nyawa ganti nyawa. Berdasarkan semboyan yang demikian 
itulah muncul kemudian pendapat Amith dan Hugan, (Tongat, 2004:70) 
yang menyatakan, bahwa teori retributive atau teori pembalasan dalam 
pemidanaan merupakan a relic of barbarism.  
Bagi penganut pandangan ini maka pemidanaan atas perbuatan 
yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral 
yang dirusak oleh kejahatan. Pidana, pandangan ini menurut Muladi (1985 
: 70) mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang 
diharapkan lebih lanjut. 
2. Teori Teleologis 
Berbeda dengan teori retributive yang menekankan pada 
pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori teleologis 
pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 
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mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah 
maupun yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut teori ini 
pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus 
(Special Prevention) maupun yang bersifat umum (General Prevention). 
Teori kedua menurut Assidiqie, (1996:71) melihat punishment 
sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya 
adalah bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita 
bagi terpidana, hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya 
pidana itu memang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak 
dijatuhkannya pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik 
tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku 
dan mencegah orang lain melakukan kejahatan, oleh penulis yang lain 
teori ini disebut sebagai teori/pandangan utilitarian prevention. 
3. Retributivisme Teleologis 
Menurut aliran ini sistem pemidanaan bersifat plural, karena 
menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya utilitarianism, dan 
prinsip-prinsip retributivist dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut 
aliran integratif. Bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis pandangan 
ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan 
yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat 
retribution maupun yang bersifat utilitarian misalnya pencegahan dan 
rehabilitasi. 
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Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori 
pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan 
dari prinsip menghukum (punishment for punishment) yang cenderung 
mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan/ide pembinaan 
(treatment) yanglebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia. 
Berkaitan dengan masalah tujuan pemidanaan ini, Muladi, 
(1985:61) pada intinya menyatakan bahwa :  
Dalam konteks Indonesia maka teori pemidanaan yang paling 
cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah 
kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek 
sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia 
sendiri. Teori pemidanaan ini disebutnya sebagai teori pemidanaan 
yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Tujuan 
pemidanaan yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa 
tindak pidana merupakan gangguan terhadap pengimbangan.  
 
Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif 
(Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) seperangkat tujuan tersebut 
diatas harus terpenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang 
merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Bertolak dari teori yang 
dikemukakan Muladi dapat dikemukakan, bahwa dalam konteks Indonesia 
pemenuhan salah satu tujuan pemidanaan tidak boleh menghilangkan 
atau mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain. 
Berbeda dengan uraian diatas, R. Soesilo (1995:35-36) 
mengemukakan bahwa :  
Menurut filsafat tujuan hukuman itu sebagai berikut :  
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1. E. Kant menyatakan bahwa hukum adalah suatu pembalasan 
berdasarkan atas pepatah kamu siapa, membunuh harus dibunuh, 
ini disebut teori pembalasan (vegeldings theori). 
2. Feurbach berpendapat, hukuman harus dapat mempertakutkan 
orang supaya jangan berbuat jahat. Ini disebut teori pertakutkan 
(Afchrikkingstheori).  
3. Teori lain adalah teori untuk memperbaiki orang yang telah berbuat 
jahat atau teori memperbaiki (verbeterings theori). 
4. Teori gabungan yaitu pembalasan, pencegahan mempertakutkan, 
mempertahankan tata tertib hidup bersama, dan memperbaiki 
orang yang telah berbuat jahat. 
 
B. Pidana 
1. Pengertian Pidana 
R. Soesilo (1995:35) mengemukakan istilah hukuman untuk 
menyebutkan istilah pidana, merumuskan bahwa apa yang dimaksud 
dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar 
undang-undang hukuman pidana. 
Adami Chazawi (2002:24) mengemukakan bahwa :  
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah 
hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari 
recht. 
 
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa 
orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang 
telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam 
hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (straf-baarfeit). 
Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu 
telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan 
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cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. 
Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan 
tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam 
menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing 
larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak 
bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 
KUHP tadi. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai 
membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan hukum 
bagi warga dari tindakan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi 
menegakkan hukum pidana sebagaimana sudah diterangkan pada bab 
pertama. 
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan 
tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah 
berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut 
terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara 
khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan 
terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. 
2. Jenis-Jenis Pidana 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 
KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, 
antara pidana pokok dengan pidana tambahan. 
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Pidana pokok terdiri dari: 
1. pidana mati; 
2. pidana penjara; 
3. pidana kurungan; 
4. pidana denda; 
5. pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 
1946). 
 
Pidana tambahan terdiri dari: 
1. pidana pencabutan hak-hak tertentu; 
2. pidana perampasan barang-barang tertentu; 
3. Pidana pengumuman keputusan hakim. 
 
Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau 
ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya 
dalam rumusan Pasal 10 tersebut.  
Adami Clazawi (2002:26-28) mengemukakan pengelompokan 
pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut. 
Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan 
jenis-jenis pidana ke dalam Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Ada-
pun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana 
tambahan adalah sebagai berikut. 
1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan 
(imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya 
fakultatif. 
 
Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh 
jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai 
dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak 
pidana yang bersangkutan. Menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok 
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sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dianggap 
terbukti adalah suatu keharusan, artinya imperatif. 
Sifat imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap. 
rumusan tindak pidana, dimana dalam rumusan kejahatan maupun 
pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu: (a) diancamkan satu 
jenis pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis 
pidana pokok yang lain); dan (b) tindak pidana yang diancam dengan dua 
atau lebih jenis pidana pokok, di mana sifatnya alternatif, artinya hakim 
harus memilih salah satu saja (misalnya 362, 364, 340 dan lain-lain). 
Sementara itu, menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu 
keharusan (fakultatif). Apabila menurut penilaian hakim, kejahatan atau 
pelanggaran yang diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan 
(misalnya 242 ayat 4 yang diancam dengan pidana tambahan: 
pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35) 
yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti, hakim boleh 
menjatuhkan dan boleh juga tidak menjatuhkan pidana tambahan 
tersebut. 
Walaupun prinsip dasarnya penjatuhan jenis pidana tambahan itu 
bersifat fakultatif, tetapi ada juga beberapa pengecualiannya, dimana 
penjatuhan pidana tambahan menjadi bersifat imperatif, misalnya terdapat 
pada Pasal 250 bis, 261 dan 267. 
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2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian 
menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi 
menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan 
menjatuhkan jenis pidana pokok. 
 
Sesuai dengan namanya (pidana tambahan), penjatuhan jenis 
pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok, 
melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu 
putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai 
dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, 
jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah 
dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis 
pidana pokok. 
Sementara itu, menjatuhkan jenis pidana pokok dapat berdiri 
sendiri, tanpa harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan. 
Walaupun jenis pidana tambahan mempunyai sifat yang demikian, 
ada juga perkecualiannya, yakni di mana jenis pidana tambahan itu dapat 
dijatuhkan tidak bersama jenis pidana pokok, tetapi bersama tindakan 
(maatregelen) seperti pada Pasal: 39 ayat 3, 40. 
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in ftracht van gewijsde zaak) diperlukan 
suatu tindakan pelaksanaan (executie). 
 
Pengecualiannya adalah apabila pidana yang dijatuhkan itu adalah 
jenis pidana pokok dengan bersyarat (Pasal I4a) dan syarat yang 
ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. Hal ini berbeda dengan 
sebagian jenis pidana tambahan, misalnya pidana pencabutan hak-hak 
tertentu sudah berlaku sejak putusan hakim telah mempunyai kekuatan 
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hukum tetap (Pasal 38 ayat 2). Oleh karena itu, berjalannya/ 
dijalankannya putusan antara jenis pidana pokok dengan pidana 
pencabutan hak tertentu berdasarkan Pasal 38 (2) tidak sama. 
Di samping sifat-sifat jenis pidana tambahan sebagaimana telah 
disebutkan di atas, ada lagi sifat jenis pidana pokok yang merupakan 
prinsip dasar pidana pokok, yaitu tidak dapat dijatuhkan secara kumulasi. 
Menurut pertimbangan pembentuk UU, sebagaimana dijelaskan di dalam 
Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda bahwa menjatuhkan dua 
jenis pidana pokok secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena 
pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang 
berbeda dengan jenis pidana denda. (Lamintang: 1984:47). 
Tentang larangan penjatuhan secara kumulasi dari jenis pidana 
pokok ini, sesungguhnya sudah ternyata dari cara merumuskan dan 
mencantumkan pidana yang diancamkan pada setiap rumusan baik 
kejahatan (Buku II) maupun pelanggaran (Buku III), di mana: 
1. Dalam rumusan tindak pidana hanya diancam dengan satu jenis 
pidana pokok saja; 
2. Dalam beberapa rumusan tindak pidana yang diancam dengan 
lebih dari satu jenis pidana pokok ditetapkan sebagai bersifat 
alternatif (misalnya Pasal 340, 362 dan lain-lain), dengan 
menggunakan perkataan atau. 
Prinsip dasar jenis pidana pokok ini hanya berlaku pada tindak 
pidana umum (dalam arti yang bersumber dalam KUHP). Bagi tindak 
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pidana khusus (diluar KUHP), prinsip dasar ini ternyata banyak disimpangi 
oleh UU, misalnya dalam UU Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. 
Adapun jenis-jenis sanksi dalam tindak pidana korupsi dapat 
diklasifikasikan dalam dua jenis :  
1. Sanksi pidana terhadap orang yang melakukan delik korupsi  
 Pidana mati 
 Pidana penjara  
 Pidana tambahan 
 Gugatan perdata kepada ahli warisnya 
2. Sanksi pidana terhadap delik yang dilakukan oleh atau atas nama 
suatu korporasi 
Prosedurnya menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 
jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah sebagai berikut: 
 Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama 
suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat 
dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 
 Tindak pidana korupsi dilakukan oleh suatu korporasi apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan 
lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri 
maupun bersama-sama. 
 Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus kemudian pengurus 
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yang mewakili korporasi tersebut dapat mewakilkan kepada 
orang lain. 
 Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi 
menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula 
memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang 
pengadilan. 
 Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, 
panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan 
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal 
pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 
3. Prinsip-Prinsip Pengaturan Sanksi Pidana 
Dari kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli dapat 
dikatakan, bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak 
dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang (backward-looking) 
ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan (forward-
looking). Menurut Roeslan Saleh, Tongat (2004:61) pergeseran orientasi 
pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam 
masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan 
bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. 
Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang 
terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat 
berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi 
adanya pergeseran tersebut. 
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a. Aliran Klasik 
Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan 
penguasa (ancient regime) pada abad ke-18 di Prancis dan Inggris yang 
banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Aliran ini 
menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan 
menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan 
tindak pidana. Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini 
menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan 
tersebut. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam 
pemberian pidana lebih melihat ke belakang. Dalam hal pidana dan 
pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk 
menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai 
dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi 
pelaku tindak pidana, sehingga dikenallah pada waktu itu sistem pidana 
yang ditetapkan secara pasti (definite sentences) yang sangat kaku (rigid). 
Beberapa tokoh aliran ini menurut Tongat (2004:62) dapat disebut 
misalnya : Cesare Baccaria, yang lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 
1738 dengan karyanya yang sangat terkenal, yaitu Dei Delicti e delle pene 
(1764) yang diterbitkannya pertama di Inggris tahun 1767 dengan judul On 
Crimes and Punishment. Bertolak dari filsafat kebebasan kehendak, 
Cesare Beccaria melalui karyanya memberikan sumbangan pemikiran 
yang sangat besar dalam pembaharuan peradilan pidana dengan doktrin 
pidana harus sesuai dengan kejahatan. 
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Tokoh lain aliran klasik adalah Jeremy Bentham (1748-1832), 
seorang filsuf Inggris yang diklasinkasikan sebagai penganut utilitarians 
hedonist. 
Teori yang sangat terkenal adalah yang dinamakan felicific 
calculus. Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk 
rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari 
kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan 
pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih 
berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. 
b. Aliran Modern 
Aliran ini timbul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya 
Lombroso, Lecassagne, Ferri, Von List, A. Prins dan Van Hamel. Berbeda 
dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan 
menghendaki adanya individualisme dari pidana, artinya dalam 
pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak 
pidana. 
Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab 
kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk 
langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif 
(mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang positif ke arah yang 
lebih baik, sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang 
demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke 
masa depan. 
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Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara 
abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang 
melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongkrit bahwa dalam 
kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, 
faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi 
aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan 
doktrin kebebasan kehendak. 
Dengan demikian aliran ini menolak pandangan pembalasan 
berdasarkan kesalahan yang subyektif, berdasarkan pandangan bahwa 
manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban 
pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat 
berbahayanya si pelaku tindak pidana. Kalaupun digunakan istilah pidana, 
maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku 
tindak pidana. 
Setelah Perang Dunia II aliran modern dan berkembang menjadi 
Aliran/Gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah diadakannya The 
Second International Social Defence Congress tahun 1949, aliran ini 
terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya 
Filipo Gramatika dan konsepsi moderat dengan tokohnya Marc Ancel. 
Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat law of social 
defence harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama 
hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke 
dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. 
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Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh 
pandangan tentang perbuatan anti-sosial. Dengan demikian secara 
prinsipil Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, 
penjahat dan pidana.  
c. Aliran Neo-Klasik 
Di samping beberapa aliran tersebut di atas, perlu dikemukakan 
disini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran 
neoklasik (Neoclassical School). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun 
bertolak dari pandangan indeterminisme atau kebebasan kehendak. 
Menurut alkan ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat 
dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu 
aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa 
yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle 
of extenuating circumstances): 
Dengan demikian nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai 
mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku 
tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (definite 
sentence) ditinggalkan dan diganti dengan sistem indefinite sentence. 
Sementara itu di dalam perbincangan teoritis mengenai 
pemidanaan itu sendiri, menurut Herbert L. Packer (Tongat, 2004:67) 
terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai 
implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan 
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retributive (retributive vien) dan pandangan utilitarian (utilitarian viev) yaitu 
pandangan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif 
lebih lanjut (teleological theories). 
Pandangan retributive mengandaikan pidana sebagai ganjaran 
negative terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 
masyarakat. Pandangan retributive beranggapan bahwa setiap orang 
bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Dengan 
demikian, pandangan retributive memusatkan argumennya pada tindakan 
kejahatan yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi 
kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan 
secara moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukannya pemidanaan 
terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan 
negative terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya 
yang ke belakang inilah, pandangan retributive dikatakan bersifat back-
ward looking dan pemidanaannya cenderung bersifat korektif dan represif. 
Sementara pandangan utilitarian melihat pidana itu dari segi 
manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang dilihat justru 
adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya 
pidana itu. Menurut pandangan ini pemidanaan harus mempunyai sifat 
prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Dalam 
pandangan utilitarian pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk 
memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak 
mengulang perbuatannya prevensi khusus, disamping dimaksudkan juga 
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untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang 
serupa (prevensi umum). Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap 
berorientasi ke depan (forward locking). 
Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan integratif di 
dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan. 
mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara 
pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus 
menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan 
tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut 
diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributive 
yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang 
teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran 
berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana 
tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku 
tindak pidana. 
 
C. Pengertian Korupsi  
Menurut Fockema Andreae (Andi Hamzah, 2008:4) kata korupsi 
berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Kata corruptio berasal 
dari kata corrumpare, suatu kata latin yang lebih tua. 
Selanjutnya Andi Hamzah (2005:4) menyatakan : 
Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti 
Inggris, yaitu corruption, corrupt, Prancis corruption dan Belanda 
yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari 
bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu 
korupsi.  
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Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, 
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari 
kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, 
seperti yang dapat di baca dalam The Lexicon Webster Dictionary: 
Corruption (L. Corruption (n)) the act of corrupting or the state of 
being corrupt putrefactive decomposition, putrid matter, moral 
perversion, depravity, perversion of integrity, corrupt, perversion of 
integrity, corrupt or dishonest proceedings, briber, perversion from a 
state of purity, debasement, as of a language, a debased from of a 
word.  
 
Arti kata korupsi yang diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa 
Indonesia yang disimpulkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh 
Poerwadarminta (1976:310) dan Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh 
Syahrul Ramadhan (2001:229), korupsi adalah perbuatan yang buruk 
seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.  
Ada banyak istilah yang digunakan di beberapa negara tentang 
korupsi, seperti yang dikemukakan oleh J.A. Sahetapy (1979:45), antara 
lain: Muangthai gin moung yang berarti makan bangsa, Cina tanwu yang 
berarti keserakahan bernoda, Jepang menamakannya oshuko yang 
berarti kerja kotor. Demikian juga dengan Andi Hamzah (2005:6) 
menyatakan bahwa di Malaysia tidak digunakan kata korupsi, melainkan 
dipakai istilah resuah yang tentulah berasal dari bahasa Arab (riswah) 
yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.  
New World Dictionary of the American Language (Soedjono 
Dirdjosisworo, 1984:17) menjelaskan :  
Sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata Corruption dan 
Perancis Corruption yang mengandung arti : 
- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang 
bersifat buruk 
- Perilaku yang jahat dan tercela atau kebejatan moral 
- Kebusukan atau tengik  
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- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang dirubah atau diganti 
secara tidak tepat dalam satu kalimat  
- Pengaruh-pengaruh yang korup  
 
John A. Gardiner dan David J. Olson dalam buku mereka yang 
berjudul Theft of the city, berusaha memberi arti umum tentang korupsi 
(Soedjono Dirdjosisworo, 1984:23) dengan pengelompokan sebagai 
berikut : 
a. Yang dijelaskan dalam Oxford English Dictionary (OED) 
Untuk menjelaskan makna korupsi Oxford English Dictionary 
mengkategorikannya, dalam tiga kelompok sebagai berikut: 
1. Secara fisik; misalnya perbuatan pengrusakan, atau dengan 
sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak 
masuk akal serta menjijikan. 
2. Moral; bersifat politis yaitu membuat korup moral seseorang 
atau bisa berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang 
terjadi dalam masyarakat. 
3. Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti misalnya 
penyelewengan dari norma sebuah lembaga sosial tertentu, 
adat-istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau 
menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. 
Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik 
diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral. 
Maka para penulis ensiklopedia abad ke-14 menamakannya 
korupsi politik dengan memberi contoh tirani sebagai suatu bentuk 
monarkhi yang korup. 
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Di sini yang disorot adalah moral dalam tatanan kehidupan 
politik ketatanegaraan. 
b. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial 
Kelompok terbesar penulis ilmu-ilmu sosial mengikuti rumusan 
OED atau mengambil salah satu bentuk kategori dasar yang telah 
disebut. Para ilmuwan sosial umumnya mengkaitkan definisi 
mereka tentang korupsi terutama ditujukan pada kantor 
pemerintahan (instansi atau aparatur). Sedangkan kelompok yang 
lebih kecil mengembangkan definisi yang dihubungkan dengan 
permintaan dan penawaran serta menekankan pada konsep-
konsep yang diambil dari teori-teori ekonomi. Dan sebagian lagi 
membahas korupsi dengan pendekatan kepentingan masyarakat. 
c. Rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan 
Definisi korupsi yang berkait dengan konsep jabatan dalam 
pemerintahan dan penyimpangan terhadap kaidah hukum dan etika 
pemegang jabatan yang bersangkutan dilukiskan dengan jelas 
dalam karya tiga pengarang sebagai berikut: 
1. Menurut Bayley perkataan "korupsi" dikaitkan dengan perbuatan 
penyuapan yang berhubungan dengan penyalahgunaan 
wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya 
pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi 
keuntungan pribadi.  
2. Menurut M.Mc. Mullan seseorang pejabat pemerintah dikatakan 
korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai 
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dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam 
tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya 
seharusnya tidak boleh berbuat demikian. 
3. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah 
untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan 
kepentingan umum. Yaitu penyalahgunaan kewenangan dan 
kekuasaan. 
4. Menurut J.S. Nye korupsi sebagai perilaku yang menyimpang 
dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan 
pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, 
kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi, atau 
melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari 
pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut meliputi 
tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud 
hal-hal menyelewengkan pertimbangan seseorang dalam 
kedudukan pada jawatan dinasnya), nepotisme (kedudukan 
sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam 
pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan 
alasan hubungan asal usul dan bukannya berdasarkan 
pertimbangan prestasi). Penyalahgunaan atau secara tidak sah 
menggunakan sumber penghasilan negara untuk keperluan 
pribadi. 
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d. Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar  
Merumuskan arti korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar 
telah dikembangkan oleh para ahli sebagai berikut: 
1. Jacob Van Klaveren yang mengemukakan bahwa seorang 
pengabdi negara (Pegawai Negeri) yang berjiwa korup 
menganggap kantor jawatannya sebagai suatu perusahaan 
dagang di mana pendapatannya akan diusahakan semaksimal 
mungkin. 
2. Besarnya hasil yang ia peroleh tergantung pada situasi pasar 
dan kepandaiannya untuk menemukan titik hasil maksimal 
permintaan masyarakat. 
3. Robert Tilman, yang berkeyakinan bahwa korupsi meliputi suatu 
pergeseran dari model penentuan harga yang diperintahkan ke 
model pasaran bebas. Mekanisme yang dipusatkan menjadi 
cita-cita birokrasi modern dapat pecah ke dalam ketidaksamaan 
yang serius   antara    penawaran     dan    permintaan.   Para 
langganan  
akan mengambil  keputusan bahwa ada manfaatnya mengambil 
risiko yang sudah diketahui   dan membayar harga yang lebih 
tinggi agar   terjamin   untuk    memperoleh   keuntungan   yang   
dicita-citakan. 
e. Rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum 
Beberapa penulis cenderung menentukan korupsi sebagai konsep: 
demi kepentingan umum, di antaranya: 
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1. Carl J, Friedrich misalnya mempertahankan, bahwa pola korupsi 
dapat dikatakan ada apabila seorang pemegang kekuasaan 
yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti 
seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau 
semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh 
undang-undang (secara tidak sah) membujuk untuk mengambil 
langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah 
dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan 
umum.  
2. Arnold A. Regan dan H.D. Lasswell mempertahankan bahwa 
suatu perbuatan yang korup menodai pertanggungjawaban bagi 
sedikitnya satu sistem dari tertib umum atau warga negara, dan 
sudah tentu bertentangan  dengan   system  tersebut atau 
rusaknya sistem tersebut. Sistem yang mengutamakan 
kepentingan  umum   atau   warga  Negara    lebih   
mengagungkan  kepentingan umum di atas, kepentingan 
khusus dan perkosaan terhadap kepentingan umum untuk 
memperoleh manfaat tertentu bagi dirinya adalah korup. 
Kelima kategori rumusan pengertian tentang korupsi sebagaimana 
telah diuraikan tersebut di atas, pada gilirannya mewarnai perumusan 
dalam undang-undang pidana korupsi suatu negara tertentu, sehingga 
sanksi hukumnya dapat diancamkan dan diterapkan dalam 
penanggulangan korupsi di negara bersangkutan sesuai dengan rumusan 
yang dianutnya. Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, tercermin bahwa 
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korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk, 
jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan 
kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, 
serta penempatan keluarga, kelompok golongan ke dalam kedinasan di 
bawah kekuasaan jabatannya. Penelusuran makna korupsi akan lebih 
jelas lagi apabila kita memperhatikan uraian Syed Hussein Alatas dalam 
'The Sociology of Corruption yang antara lain menjelaskan bahwa terjadi 
korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian 
yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar 
memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si 
pemberi. Kadang-kadang  juga  berupa perbuatan menawarkan 
pemberian uang   hadiah   lain  yang dapat menggoda pejabat. Termasuk 
dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau 
hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya 
istilah itu sering pula dikenakan kepada pejabat-pejabat yang 
menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka 
sendiri. 
Dengan kata lain mereka yang bersalah melakukan penggelapan 
atas warga yang seharusnya dibayar oleh publik (tentunya dengan 
berbagai cara yang sukar diketahui seperti kwitansi dan sejenisnya). 
Selanjutnya Hussein Alatas menambahkan bahwa yang termasuk pula 
dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-
teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan 
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aparat pemerintahan tanpa memandang keahlian dan kemampuan 
mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang 
dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis 
perbuatan yang tercakup dalam kata korupsi yakni penyuapan, 
pemerasan, nepotisme dan penggelapan dapatlah digarisbawahi bahwa 
setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparatur pemerintahan yang 
bersifat korupsi ditandai oleh adanya penyuapan, pemerasan, nepotisme 
dan penggelapan. Menurut Hussein Alatas empat tipe korupsi ini dalam 
prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;  
b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia;  
c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;  
d. Mereka yang melakukan korupsi dengan berbagai cara biasanya 
berlindung di balik pembenaran hukum; 
e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan 
yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan itu; 
f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik 
atau masyarakat umum; 
g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan; 
h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif 
dari mereka yang melakukan itu; 
i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 
pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.  
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Demikianlah pada umumnya tiap perilaku korupsi di dalamnya akan 
ditemukan 10 ciri tersebut di atas. 
Pada lazimnya diakui bahwa korupsi adalah masalah yang berusia 
tua dari semua masyarakat manusia kecuali yang sangat primitif dengan 
derajat yang berbeda menghadapi masalah ini. Setelah memahami makna  
korupsi  yang  luas   itu  suatu hal perlu digarisbawahi yaitu bahwa 
kelangsungan   dan   perkembangan   suatu tatanan politik, sosial, 
budaya, maupun ekonomi   tidaklah   perlu harus   dihalangi  oleh 
timbulnya   korupsi   belaka. Seperti   juga   Hussein    Alatas   
menyatakan bahwa    korupsi   bukan    keharusan    yang   timbul karena 
pembangunan di negara-negara berkembang. Tentunya pendapat yang 
demikian ini harus ditambah dengan syarat yaitu pelaksanaan 
pembangunan harus diikuti upaya atau tindak pengamanan pembangunan 
termasuk upaya penanggulangan korupsi dengan berbagai pendekatan 
termasuk pendekatan dari sudut hukum pidana. 
Dengan cara yang berbeda dari pengelompokan pengertian korupsi 
oleh John A. Gardiner dan David J. Olson di atas, sebagaimana yang 
dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo, maka berikut ini penulis akan 
mengemukakan karakteristik pengertian tindak pidana korupsi yang 
dikemukakan oleh Andi Abu Ayyub Saleh (2004:6) sebagai berikut :  
1. Pandangan dan Difenisi dari Para Pakar : 
a. Baharuddin Lopa (1997 : 6) mengemukakan pengertian umum 
tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut : 
  
 33 
Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan 
penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya 
sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat 
merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, 
merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. 
Perbuatan yang merugikan Keuangan atau Perekonomian 
Negara adalah korupsi di bidang Materiil sedangkan korupsi di 
bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan 
suara dengan cara penyuapan; intimidasi, paksaan dan/atau 
campur tangan yang dapat mempengaruhi   kebebasan   
memilih   komersialisasi  pemungutan suara   pada    lembaga   
Legislatif   atau    pada    keputusan   yang bersifat administratif 
di bidang pelaksanaan pemerintahan. 
 
b. Sudarto (1987 : 115) mengemukakan bahwa :  
Perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi 
istilah yuridis untuk pertama kalinya dipakai dalam Peraturan 
Penguasa Militer No. : Prt/PM/06/ 1957 tentang Pemberantasan 
Korupsi. Dalam bagian konsiderans peraturan ini dikatakan 
bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha 
memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan khalayak 
ramai dinamakan korupsi, yang perlu segera menerapkan suatu 
tata kerja untuk menerobos kemacetan dalam usaha 
memberantas korupsi. 
 
Dalam peraturan korupsi ini diberi pengertian luas yakni : 
 
Pertama : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik 
untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan 
orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang 
langsung atau tidak langsung menyebabkan 
kerugian bagi Perekonomian dan Keuangan Negara. 
Kedua : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang 
pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu 
badan yang menerima bantuan Keuangan Negara 
atau Daerah dengan mempergunakan kesempatan 
atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan 
kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak 
langsung membawa keuntungan keuangan atau 
materi baginya. 
 
2. Pengertian / Batasan Korupsi Menurut Kamus : 
a. Secara Harfiah "Kata Korupsi" berarti kebusukan, keburukan, 
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 
penyimpangan dari kesucian.  
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b. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta,1976) 
Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti : penggelapan 
uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 
c. Dalam Encyclopedia Americana: Korupsi diartikan sebagai 
suatu hal yang buruk dengan berbagai macam artinya, 
bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa ; 
d. ICW (Indonesian Corruption Watch) bahwa Korupsi adalah 
penyimpangan dari standard perilaku manusia (standards 
behavior) 
e. Kata Korupsi berasal dari    Bahasa  Latin Corruptio atau 
Corruptus, kemudian  muncul  Bahasa  Inggris   Corruption, atau 
Corrupt   Bahasa    Prancis   Corruption     dan     Bahasa   
Belanda  
Corruptie, kemudian inilah semuanya diadopsi dalam Bahasa 
Indonesia menjadi Korupsi. 
 
3.  Pengertian Korupsi Menurut UU No. 28 Tahun 1999 : 
a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme). 
b. Dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 UU No.28 Tahun 1999, 
dirumuskan pengertian KKN sebagai berikut : 
1) Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi. 
2) Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan 
hukum antar penyelenggara negara atau antara 
penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang 
lain masyarakat, bangsa dan atau negara. 
3) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara 
secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan 
keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan 
masyarakat, bangsa dan negara. 
c. Sehingga dengan demikian Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 
1999 tersebut yang menunjuk "Peraturan Perundang-Undangan 
Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah yang dimaksudkan UU 
No. 20 Tahun 2001 yang telah merubah UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana , Korupsi yang kini 
berlaku sebagai Hukum positif tentang korupsi. 
 
D. Sejarah Lahirnya Peraturan Perundang-undangan Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Sebelum lahirnya peraturan-peraturan untuk memberantas korupsi, 
maka terhadap pelaku korupsi diberlakukan delik jabatan (ambtsalve 
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delicten) seperti yang diatur di dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 466, 
417, 418, 419, 420, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP (Wetboek van 
straafrecht). 
Karena Pasal-Pasal ini dipandang tidak efektif untuk memberantas 
korupsi, maka dibuatlah peraturan-peraturan untuk memberantas korupsi 
tersebut.  
Adapun kronologisnya peraturan-peraturan yang lahir untuk 
memberantas korupsi, dikemukakan secara terinci dan sistematis oleh S. 
Anwary (2005:14-24) sebagai berikut :  
a. Peraturan Penguasa Militer untuk Daerah Kekuasaan Angkatan 
Darat No. Prt/PM-06/1957 tertanggal 9 April 1957 tentang 
Pemberantasan Korupsi 
 
Rumusan atau batasan korupsi menurut peraturan ini adalah:  
1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk 
kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk 
kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung 
menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian 
negara. 
2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang 
menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan 
mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau 
kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung 
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atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau 
material baginya. 
Pada point (2) ditegaskan bahwa pejabat, terutama pegawai 
negeri diancam dengan hukuman pidana yang berat. Hal ini 
menunjukkan adanya itikad dari pemerintah ingin menciptakan 
pemerintah yang bersih melalui sanksi pidana (yang berat). 
Sayangnya peraturan ini dalam praktek dirasakan tidak efektif.  
b. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-08/1957 tentang 
Penilikan Terhadap Harta Benda 
 
Peraturan ini sebagai pelengkap Peraturan Penguasa Militer No. 
PRT/PM/06 terdahulu. Dengan peraturan ini Penguasa Militer berwenang 
urtuk mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap orang atau 
badan di dalam daerahnya yang kekayaannya diperoleh secara 
mendadak dan mencurigakan. Penyitaan terhadap harta benda tersebut 
dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila: 
1) Harta benda atau barang yang dengan sengaja atau karena 
kelalaian tidak diterangkan oleh pemiliknya atau pengurusnya; 
2) Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya; 
3) Harta benda yang kekayaannya oleh pemilik atau pemilik 
pembantu   harta   benda dianggap diperoleh secara mendadak 
dan mencurigakan. 
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Dalam Pasal 14 ketentuan pemilikan harta benda ini terhadap 
barang-barang yang disita apabila tidak dipenuhi syarat-syarat tertentu 
dapat menjadi milik negara. 
Peraturan ini yang mengatur kewenangan pejabat untuk meneliti 
harta bendanya seseorang dengan merujuk kepada keputusan Mahkamah 
Agung Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang Onrechtmatige daad atau 
perbuatan melawan hukum. Dijelaskan di dalam peraturan ini bahwa 
perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang : 
1) Mengganggu hak orang lain; 
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; 
3) Bertentangan dengan kesusilaan; 
4) Bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan atau kecermatan 
yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap 
tubuh atau benda orang lain. 
c. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. 
Prt/Peperpu/013/1958, tertanggal 13 April 1958 tentang 
Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi 
Pidana dan Penilikan Harta Benda 
 
Maksud dan tujuan dikeluarkan peraturan ini untuk memberantas 
perbuatan korupsi yang semakin merajalela dalam waktu sesingkat-
singkatnya, mengingat ada kesan di masyarakat bahwa pemerintah sudah 
tidak berwibawa lagi. 
Di dalam peraturan ini dibedakan antara perbuatan korupsi pidana 
dan perbuatan korupsi lainnya. Idealnya dalam pengertian perbuatan 
korupsi lainnya sangat baik sekali karena di dalam peraturan ini akan 
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ditindak orang-orang yang melakukan perbuatan yang bukan suatu tindak 
pidana, tetapi dianggap bertentangan dengan rasa kewajaran yaitu 
perbuatan tercela. Apabila dihubungkan dengan uraian di dalam tulisan ini 
yang disebutkan di atas, maka masalah moral diangkat kembali. Pelaku 
korupsi adalah pelaku yang moralnya tercela oleh karenanya harus 
dijatuhi hukuman (walaupun tidak terjaring di dalam Undang-undang yang 
berlaku sebagai korupsi pidana). Terhadap pelaku korupsi lainnya, 
pidananya bukan pidana penjara, melainkan perampasan harta benda 
hasil perbuatannya tersebut oleh Pengadilan tinggi. 
d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut 
No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 
 
Peraturan tersebut maksud dan tujuannya sama dengan Peraturan 
Penguasa Perang Angkatan Darat, terbatas penerapannya hanya untuk 
daerah yang dikuasai Angkatan Laut. 
e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 
Tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 
 
Rumusan tindak pidana korupsi di dalam Peperpu ini adalah 
sebagai berikut : 
1) Tindakan seseorang yang dengan atau karena suatu kejahatan 
atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah 
atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan 
dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya 
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yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari 
negara atau masyarakat. 
2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 
f. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
 
Rumusan pengertian korupsi dapat dilihat dalam Pasal 1 sub a s/d 
sub e. 
g. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
 
Paling tidak ada 9 (sembilan) point yang dikemukakan dalam 
Penjelasan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu: 
1) Perumusan tindak pidana korupsi secara tegas sebagai tindak 
pidana formil, artinya tindak pidana korupsi cukup dengan 
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan 
bukan dengan timbulnya akibat. 
2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini mengatur korporasi 
sebagai subyek tindak pidana korupsi.  
3) Diaturnya ketentuan ancaman pidana yaitu pidana denda yang 
lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan 
pemberatan pidana. 
4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini memuat pidana penjara 
bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar 
pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. 
5) Diaturnya perluasan pengertian Pegawai Negeri khususnya 
berkaitan dengan orang yang mempergunakan modal atas 
fasilitas dari Negara atau masyarakat, contohnya orang yang 
mendapatkan bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang 
tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan 
bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
6) Dibentuknya tim gabungan untuk melakukan penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya 
dengan Jaksa Agung sebagai koordinatornya. 
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7) Mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim 
untuk meminta keterangan secara langsung keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal 
tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. 
8) Diaturnya pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau 
berimbang. Pengertiannya adalah penuntut umum tetap 
berkewajiban membuktikan dakwaannya, sedangkan terdakwa 
mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan 
tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan 
mengenai harta bendanya, harta benda isteri dan suami, anak, 
dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga 
mempunyai hubungan dengan perkara bersangkutan. 
9) Diamanatkan paling lambat 2 (dua) Tahun sejak Undang-
undang ini diundangkan agar dibentuk Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang keanggotaannya dari unsur 
pemerintah dan unsur masyarakat. 
 
h. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas 
Undang-undang No. 31   Tahun    1999     tentang        Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, lahir berdasarkan pertimbangan tindak pidana 
korupsi digolongkan sebagai kejahatan dan pemberantasannya harus 
dilakukan secara luar biasa. Hal ini disebabkan oleh tindak pidana korupsi, 
disamping merugikan keuangan negara, juga merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.  
Pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam 
penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan harus 
dilakukan secara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian 
terbalik yang pembuktiannya dibebankan kepada terdakwa. 
Sistem pembuktian terbalik disini disebutkan sebagai ketentuan 
yang sifatnya premium remedium artinya senjata yang sangat berharga 
(menurut pengertian bahasa dan penulis) dan mengandung sifat 
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penegakan hukum secara khusus terhadap pegawai negeri atau terhadap 
penyelenggara negara. 
Sistem pembuktian terbalik di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 
2001 ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Pasal 12 
B ayat (1) penjelasannya mengatakan yang dimaksud dengan gratifikasi 
adalah: 
Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, 
rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,      
fasilitas      penginapan,         perjalanan     wisata, pengobatan 
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang 
diterima di dalam negeri menggunakan sarana elektronik atau 
tanpa sarana elektronik.  
 
Telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa 
pembuktian terbalik diberlakukan juga terhadap tuntutan perampasan 
harta benda terdakwa yang diduga berasal dari satu tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 
14, Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 dan Pasal 
12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. 
Gugatan perdata oleh negara terhadap harta benda terpidana yang 
disembunyikan atau tersembunyi yang diduga atau patut diduga berasal 
dari tindak pidana korupsi, diatur pula di dalam Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001. Menurut Undang-undang ini, gugatan selain dilakukan 
terhadap terpidana juga dapat dilakukan terhadap ahli warisnya. 
Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya relatif kecil 
yaitu kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) diatur mengenai 
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maksimum pidana penjara dan pidana dendanya, di dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001. 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga mengamandemen Pasal 
2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tanun 1999. Walaupun Pasal 2 ayat (2) 
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 subtansinya tetap tetapi dalam 
penjelasan Pasal 2 ayat (2) perumusannya diubah sehingga menyulitkan 
Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa tindak pidana korupsi 
dengan tuntutan hukuman pidana mati. 
Akhirnya kita semua menunggu sampai sejauh mana efektifnya 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagai alat yang sifatnya premium 
remedium dan preventif khusus terhadap pegawai negeri karena 
sebenarnya Undang-undang hanya salah satu alat untuk mencapai tujuan. 
Masih banyak lagi alat-alat yang tidak kalah pentingnya dalam upaya 
memberantas tindak pidana korupsi. 
 
E. Tipologi Tindak Pidana Korupsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Buku Saku untuk 
memahami Tindak Pidana Korupsi, dalam buku saku tersebut Komisi 
Pemberantasan Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi ke dalam tiga 
puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. 
Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut oleh 
Ermansjah Djaja (2010:49-50) perinciannya adalah sebagai berikut: 
1. Pasal 2; 
2. Pasal 3; 
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a; 
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4. Pasal 5 ayat f 1} huruf b; 
5. Pasal 5 ayat (2); 
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a; 
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b; 
8. Pasal 6 ayat (2); 
9. Pasal 7 ayat (1) huruf a; 
10. Pasal 7 ayat (1} huruf b; 
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c; 
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d; 
13. Pasal 7 ayat (2); 
14. Pasal 8; 
15. Pasal 9; 
16. Pasal 10 huruf a; 
17. Pasal 10 huruf b; 
18. Pasal 10 huruf c; 
19. Pasal 11; 
20. Pasal 12 huruf a; 
21. Pasal 12 huruf b; 
22. Pasal 12 huruf c; 
23. Pasal 12 huruf d; 
24. Pasal 12 huruf e; 
25. Pasal 12 huruf f; 
26. Pasal 12 huruf g; 
27. Pasal 12 huruf h; 
28. Pasal 12 huruf i; 
29. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan 
30. Pasal 13. 
Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada 
dasarnya dapat dikelompokkan dalam tujuh tipel Tindak Pidana Korupsi 
sebagai berikut: 
1. Kerugian keuangan negara: 
- Pasal 2 
- Pasal 3 
2. Suap-menyuap: 
- Pasal 5 ayat (1) huruf a 
- Pasal 5 ayat (1) huruf b 
- Pasal 13 
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- Pasal 5 ayat (2) 
- Pasal 12 huruf a 
- Pasal 12 huruf b 
- Pasal 11 
- Pasal 6 ayat (1) huruf a 
- Pasal 6 ayat(1) huruf b 
- Pasal 6 ayat (2) 
- Pasal 12 huruf c 
- Pasal 12 huruf d  
3. Penggelapan dalam jabatan: 
- Pasal 8 
- Pasal 9 
- Pasal 10 huruf a 
- Pasal 10 huruf b 
- Pasal 10 huruf c 
4. Pemerasan: 
- Pasal 12 huruf e 
- Pasal 12 huruf g 
- Pasal 12 huruf f 
5. Perbuatan curang: 
- Pasal 7 ayat (1) huruf a 
- Pasal 7 ayat (1) huruf b 
- Pasal 7 ayat (1) huruf c 
- Pasal 7 ayat (1) huruf d 
- Pasal 7 ayat (2) 
- Pasal 12 huruf h 
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; 
- Pasal 12 huruf i 
7. Gratifikasi: 
- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C. 
Selain definisi tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan di atas, 
masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana 
korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab 
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III UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana 
korupsi terdiri atas: 
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi: 
- Pasal 21 
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak 
benar: 
- Pasal 22 jo. Pasal 28 
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka: 
- Pasal 22 jo. Pasal 29 
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi 
keterangan palsu: 
- Pasal 22 jo. Pasal 35 
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan 
keterangan atau memberi keterangan palsu: 
- Pasal 22 jo. Pasal 36 
6. Saksi yang membuka identitas pelapor: 
- Pasal 24 jo. Pasal 31 
Dengan demikian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat 
7 (tujuh) tipologi tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UURI 
Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001, dan menjadi 8 
(delapan) tipologi jika dengan tindak pidana korupsi lainnya yang diatur 
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dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UURI Nomor 31 Tahun 
1999.  
 
F. Ketentuan Pidana Korupsi Berdasarkan UURI Nomor 31 Tahun 
1999 Juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 
1. Pidana Korupsi Murni Merugikan Keuangan Negara 
Tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan Negara adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan 
penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara. 
Pelaku tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan Negara 
dapat dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal: 
1. Pasal 2; 
2. Pasal 3; 
3. Pasal 7 ayat (1) huruf a; 
4. Pasal 7 ayat (1) huruf c; 
5. Pasal 7 ayat (2); 
6. Pasal 8; 
7. Pasal 9; 
8. Pasal 10 huruf (a); 
9. Pasal 12huruf (i); 
10. Pasal 12A;dan 
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11. Pasal 17. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara rinci mengatur 
Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidananya yang merugikan 
keuangan negara. 
1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
b) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 
mati dapat dijatuhkan. 
 
 
2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 
denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 
3) Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) ta-
hun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah) setiap orang: 
a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat 
bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada 
waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan 
perbuatan curang yang dapat membahayakan 
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keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara 
dalam keadaan perang. 
 
4) Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta 
rupiah) setiap orang: 
c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang 
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan 
perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keselamatan negara dalam keadaan perang; atau 
5) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan 
atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan 
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 
 
6) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-
menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan 
uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, 
atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil 
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam 
melakukan perbuatan tersebut. 
 
7) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai 
negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau 
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sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau 
daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 
 
8) Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah} dan paling banyak 
Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai 
negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau 
sementara waktu, dengan sengaja: 
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar, 
yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di 
muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 
jabatannya. 
 
9) Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): 
i. pegawai negeri atau penyelenggara negara balk langsung 
maupun tidak langsung dengan sengaja turut setia dalam 
pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat 
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian 
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 
 
10) Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak 
berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
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11) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat 
dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18. 
 
2. Tindak Pidana Korupsi Suap 
Tindak pidana korupsi suap pada prinsipnya tidak berakibat 
langsung pada kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, 
karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh 
pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil dari 
perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan 
berasal dari uang negara atau aset negara, tetapi melainkan dari uang 
atau aset orang yang melakukan penyuapan. Di dalam peristiwa atau 
perbuatan tindak pidana korupsi suap selalu melibatkan peran aktif antara 
orang yang melakukan penyuapan dengan pegawai negeri sipil atau 
penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima suap, dengan 
disertai deal/atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besar 
atau nilai penyuapan yang akan ditransaksikan dan cara-cara 
penyerahannya. Berbeda dengan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan yang 
berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara 
yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada 
masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai 
negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, juga lebih berbeda lagi 
kedua tindak pidana korupsi ini dengan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi 
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karena dalam tindak pidana korupsi gratifikasi pegawai negeri sipil atau 
penyelenggara negara tidak tahu menahu katau akan diberi sejumlah 
uang ataupun benda berharga, tidak ada deal atau kesepakatan antara 
pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan masyarakat yang 
akan memberi gratifikasi, tetapi secara sepihak dan tanpa diduga pegawai 
negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut menerima pemberian 
atau gratifikasi. 
Pelaku tindak pidana korupsi suap dapat dijerat atau didakwa 
dengan Pasal-Pasal: 
1. Pasal 5; 
2. Pasal 6; 
3. Pasal 11; 
4. Pasal 12 huruf a; 
5. Pasal 12 huruf b; 
6. Pasal 12 huruf c; 
7. Pasal 12 huruf d; 
8. Pasal 12 A; dan  
9. Pasal 17; 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tipe Tindak 
Pidana Korupsi, pidananya sebagai berikut : 
1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana 
denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
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rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud 
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 
atau 
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara karena atau berhubungan 
dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)". 
 
2) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim 
dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara 
yang diserahkan kepadanya untuk di adili; atau 
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang 
yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri 
sidang pengadilan dengan maksud untuk 
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 
diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan 
kepada pengadilan untuk di adili. 
(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat 
yang menerima pemberian atau janji sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud ayat (1). 
 
3) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 {lima} tahun dan atau pidana denda paling 
sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), 
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 
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hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 
tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 
 
4) Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):  
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan 
agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 
 
5) Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): 
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau 
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dengan jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya. 
 
6) Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): 
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui 
atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 
kepadanya untuk di adili. 
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7) Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):  
d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri 
sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 
diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan 
kepada pengadilan untuk diadili; 
 
8) Pasal 12 A Undang-Undang Nornor20 Tahun 2001 
(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak 
berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 
Rp.5,000.000,00 (lima juta rupiah). 
(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 
Rp.5.000.000,00 {lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). 
 
9) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat 
dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18. 
 
3. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan 
Telah penulis uraikan bahwa tindak pidana korupsi pemerasan 
berbeda dengan tindak pidana korupsi (suap) juga dengan tindak pidana 
korupsi gratifikasi, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi 
pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau 
penyelenggara negara yang meminta bahkan cenderung melakukan 
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pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun 
bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, 
disebabkan faktor ketidakmampuan secara materil dari masyarakat yang 
memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau 
penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana pemerasan. 
Pelaku tindak pidana korupsi pemerasan dapat dijerat atau didakwa 
dengan Pasal-Pasal: 
1. Pasal 12 huruf e; 
2. Pasal 12 huruf f; 
3. Pasal 12 huruf g; 
4. Pasal 12 A; dan 
5. Pasal 17. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur Tindak Pidana 
Korupsi pemerasan dan sanksinya sebagai berikut : 
1) Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): 
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan 
hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya 
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau 
menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 
mengerjakan bagi dirinya sendiri. 
 
2) Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
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puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): 
f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada 
waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau 
memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, 
seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang 
kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 
merupakan utang. 
 
3) Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh} tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): 
g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada 
waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima 
pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan 
utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut 
bukan merupakan utang. 
 
4) Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak 
berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). 
 
5) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat 
dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18. 
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4. Tindak Pidana Korupsi Penyerobotan 
Telah penulis uraikan bahwa tindak pidana korupsi pemerasan 
berbeda dengan tindak pidana korupsi suap juga dengan tindak pidana 
korupsi gratifikasi, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi 
penyerobotan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau 
penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah 
menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-
olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan 
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Pelaku tindak pidana korupsi "penyerobotan" dapat dijerat atau 
didakwa dengan Pasal-Pasal: 
1. Pasal 12 huruf h; dan 
2. Pasal 17. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur ketentuan 
Tindak Pidana Korupsi penyerobotan dan pidananya sebagai berikut :  
1) Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);  
h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada 
waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara 
yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan 
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan 
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. 
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2) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat 
dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18. 
 
5. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi 
Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi berbeda dengan tindak pidana 
korupsi suap dan pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak 
terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda 
berharga dan di mana uang atau benda berharga tersebut dilakukan 
penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu 
diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak 
pidana korupsi suap telah terjadi deal antara pemberi suap dengan 
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu 
deal mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana 
uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan 
kapan uang atau benda berharga itu diserahkan. 
Tindak pidana korupsi gratifikasi juga berbeda dengan tindak 
pidana korupsi pemerasan, karena dalam tindak pidana korupsi 
pemerasan walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda 
berharga dari korban pemerasan kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, tidak berdasarkan 
kesepakatan tetapi karena keterpaksaan. 
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Di dalam penjelasan Pasal 12 B dijelaskan: 
Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian 
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam 
negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 
 
Dengan demikian semakin jelas perbedaan pengertian gratifikasi 
dengan pengertian suap ataupun pemerasan, karena sifatnya gratifikasi 
itu adalah pemberian dalam arti luas, dimana pegawai negeri sipil atau 
penyelenggara negara bersifat pasif dan yang lebih bersifat aktif adalah 
pemberi gratifikasi, gratifikasi juga tidak ada deal antara pegawai negeri 
sipil atau penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi. 
Pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi dapat dijerat atau didakwa 
dengan Pasal-Pasal: 
1. Pasal 12 B juncto 12 C; 
2. Pasal 13; dan 
3. Pasal 17. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
1) Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila 
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan 
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap 
dilakukan oleh penuntut umum. 
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(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 
 
2) Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat 
(1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang 
diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi 
tersebut diterima. 
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 
menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat 
menjadi milik penerima atau milik negara. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan 
status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". 
 
3) Pasal 13 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang 
melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi 
hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau 
kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
 
4) Pasal 17 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat 
dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18. 
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6. Tindak Pidana Korupsi Percobaan, Pembantuan dan 
Permufakatan 
 
Tindak Pidana Korupsi Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan 
dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan dan 
permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi 
hukum-terhadap terpidana tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan 
dan permufakatan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari 
ancaman pidananya, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15; 
"Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada 
percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 
(satu pertiga) dari ancaman pidananya. 
Pelaku tindak Pidana Korupsi "Percobaan, Pembantuan dan 
Permufakatan" dapat dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal: 
1. Pasal 7 ayat (1) huruf b; 
2. Pasal 7 ayat (1) huruf d; 
3. Pasal 8; 
4. Pasal 10 huruf b; 
5. Pasal huruf c; 
6. Pasal 15; 
7. Pasal 16; dan 
8. Pasal 17. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang tindak pidana korupsi 
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percobaan, pembantuan, dan permufakatan serta pidananya sebagai 
berikut : 
1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap 
orang: 
b. setiap orang yang bertugas mengawasi bangunan atau 
penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan 
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
 
2) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap 
orang:  
b. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang 
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan 
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 
 
3) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
ditugaskan men-jalankan suatu jabatan umum secara terus-
menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan 
uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, 
atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil 
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam 
melakukan perbuatan tersebut. 
 
4) Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh} tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pegawai 
  
 63 
negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau 
sementara waktu, dengan sengaja: 
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, 
akta, surat, atau daftar tersebut; atau 
 
5) Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai 
negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau 
sementara waktu, dengan sengaja: 
b. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, 
akta, surat, atau daftar tersebut. 
6) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau 
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. 
7) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang 
memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan 
untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana 
yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 
14. 
8) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat 
dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18. 
 
7. Tipe Tindak Pidana Korupsi Lainnya 
Tindak Pidana Korupsi Lainnya adalah peristiwa atau perbuatan 
yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang 
dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara tidak 
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langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara pidana. 
Pelaku tindak pidana korupsi lainnya dapat dijerat atau didakwa de-
ngan Pasal-Pasal: 
1. Pasal 21; 
2. Pasal 22; 
3. Pasal 23; dan 
4. d, Pasal 24, 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mengatur Tindak Pidana 
Korupsi lainnya dan sanksinya sebagai berikut : 
1) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau 
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara 
korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda 
paling sedikit Rp.150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
2) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, 
Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak member! 
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
3) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, 
Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda 
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paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
 
4) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 
(seratus lima puluh juta rupiah). 
  
 66 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo. Pemilihan 
lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa objek 
yang menjadi bahan telaah adalah Pengadilan Negeri Palopo tentang 
Tindak Pidana Korupsi yang diadili diputus oleh Pengadilan Negeri 
Palopo.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini dibagi 
ke dalam dua jenis, yaitu: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
Putusan Pengadilan Negeri Palopo yang terkait dengan pidana 
yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. 
Putusan inilah yang akan dianalisis dalam pembahasan. 
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, laporan, hasil penelitian, 
jurnal ilmiah. Informasi dari berbagai media dan literatur yang 
berhubungan dengan skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
ditempuh beberapa metode pengumpulan data; yaitu: 
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1. Penulis mempelajari dan menelaah buku-buku, undang-undang, 
majalah, surat kabar dan jurnal ilmiah yang ada relevansinya dalam 
penelitian skripsi ini. Data yang diperoleh dijadikan dasar teori 
untuk penelitian lapangan 
2. Mengumpulkan data dan putusan hakim tentang kasus korupsi 
yang diadili di Pengadilan Negeri Palopo. Data yang ada berlaku di 
tahun 2011 karena sejak saat itu semua Tindak Pidana Korupsi 
tidak lagi diadili di Pengadilan Negeri Palopo, termasuk Pengadilan 
Negeri yang lain karena semua kasus korupsi di Sulawesi Selatan 
diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. 
 
D. Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu 
keseluruhan data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan 
menguraikan secara diskriftif hasil data yang tepat, dan yang relevan 
dalam penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Analisis Kasus Korupsi Putusan PN Palopo Nomor:011/Pid-
Sus/2010/PN.PLP 
1. Identitas Terdakwa 
Identitas pelaku korupsi dalam putusan PN Palopo Nomor: 011/Pid-
Sus/2010/PN.PLP, adalah sebagai berikut : 
Nama : NASRULLAH, S.Sos 
Tempat Lahir : Palopo 
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 18 Pebruari 1966 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat Tinggal : BTP Blok B Nomor 114 Kota Palopo 
A g a m a : Islam 
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 
Pendidikan : S.1 
2. Posisi Kasus 
NASRULLAH selaku Kepala Kelurahan Ponjalae dan atau Pejabat 
Penerima Raskin di Titik Distribusi pada sekitar bulan Oktober 2009 
sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 
lain dalam tahun 2009 sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2010, 
bertempat di BTP Blok B Nomor. 114 Kota Palopo atau pada tempat-
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Palopo, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan 
mana dilakukan terdakwa yaitu bahwa terdakwa dalam hal prosedur 
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penyaluran Raskin memiliki kewenangan untuk menerima Raskin di Titik 
Distribusi yaitu di Kelurahan Ponjalae dari Satker Raskin Subdivre Palopo 
dan setelah Raskin tersebut diterima, maka penyerahan beras di titik 
distribusi dituangkan ke dalam BAST (Berita Acara Serah Terima) yang 
ditanda tangani oleh Satker Raskin dan terdakwa, dan setelah beras 
tersebut diterima maka terdakwa menyerahkan/menjual beras tersebut 
kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) dimana 
uang hasil pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) yang telah diterima 
oleh terdakwa lalu diserahkan kepada Satker Raskin Sub Divre Palopo. 
Bahwa terdakwa dalam hal penyaluran Raskin kemudian bertemu dengan 
Saksi ASMIUDDIN (Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah) lalu 
bersepakat agar beras Raskin untuk bulan Oktober 2009 tidak disalurkan 
di kelurahan terdakwa, dan setelah keduanya bersepakat maka saksi 
Asmiuddin menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 11.610.000,- 
(Sebelas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setidak-tidaknya sekitar 
jumlah itu, selanjutnya setelah menerima uang dari saksi ASMIUDDIN 
terdakwa kemudian menandatangani BAST Raskin untuk bulan Oktober 
2009 dan melakukan pembayaran HPB Raskin untuk bulan Oktober 2009 
kepada Satker Raskin Sub Divre Palopo padahal Raskin untuk alokasi 
bulan Oktober 2009 pada Kelurahan Ponjalae tidak atau setidak-
setidaknya belum tersalur di Kelurahan Ponjalae, sehingga pembayaran 
HPB Raskin untuk bulan Oktober 2009 ke Satker Raskin Sub Divre Palopo 
dan penandatanganan BAST Raskin untuk bulan Oktober 2009 tersebut 
bertujuan agar seolah-olah beras Raskin untuk bulan Oktober 2009 telah 
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tersalur dan oleh karenanya maka perbuatan terdakwa tersebut 
menguntungkan terdakwa dan atau Saksi ASMIUDDIN dan atas 
perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan 
Negara senilai Rp. 15.093.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Puluh Tiga 
Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
Perbuatan terdakwa  diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. 
Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001, tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi atau perbuatan terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 (2) ayat jo Pasal 5 
ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang, Perubahan atas UU 
No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. 
3. Dakwaan Jaksa 
Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan 
dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif:  
a. Melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau  
b. Melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf 
a jo.  Pasal 17 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor: 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
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Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan 
telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi ahli dan terdakwa untuk didengar 
keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
a. Saksi DRS. HAEDlR BASlR, MM. 
 Dalam hal kegiatan distribusi Raskin untuk Kota Palopo tahun 
2009, saksi bertindak sebagai Koordinator Tim Koordinasi dan 
Pengendali Raskin. 
 Sebagai koordinator tim pengendali dan pemantau raskin, saksi 
bertugas untuk mengarahkan kinerja Tim agar dapat bertugas 
dengan baik. 
 Tugas pokok dan Fungsi tim tersebut adalah : 
1. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam 
hal penyaluran raskin. 
2. Menyusun rencana kegiatan penyaluran raskin 
3. Melakukan monitoring dan evaluasi. 
 Saksi tidak memiliki kewenangan pengawasan secara langsung, 
saksi hanya bertugas untuk menerima laporan dari anggota Tim 
yang bertugas di lapangan dalam hal ini adalah Lurah, Camat, 
serta anggota LSM Pemantau Raskin. 
 Terkait dengan hal tersebut diatas, dibuat jadwal berkala oleh 
Tim berupa Rapat Monitoring per 3 (Tiga) Bulan, 6 (enam) bulan 
dan Rapat pada akhir tahun secara keseluruhan. 
 Pada tahun 2009 diadakan rapat khusus membicarakan tentang 
kendala teknis kegiatan penyaluran raskin dan membicarakan 
tentang : 
1. Penentuan Sasaran penerima manfaat melalui musyawara di 
tingkat kelurahan. 
2. Jadwal waktu penyaluran raskin kepada kelompok penerima 
manfaat. 
3. Titik distribusi penyaluran raskin diharapkan lebih dekat 
dengan konsentrasi masyarakat penerima manfaat. 
4. Membicarakan tentang kualitas Raskin. 
 Sekitar bulan Januari 2010 saksi baru mengetahui ada beberapa 
kelurahan yang beras raskin pada bulan tertentu tidak disalurkan 
dan hal tersebut saksi ketahui dari laporan masyarakat dan 
pemberitaan media. 
 Setelah mengetahui hal tersebut diatas, maka saksi kemudian 
memanggil Camat Wara Timur atas nama AKMAL HASAN dan 
menanyakan tentang kebenaran informasi yang berkembang 
bahwa ada kelurahan yang berasnya tidak tersalur, dan dari 
keterangan camat tersebut saksi mengetahui bahwa benar beras 
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di beberapa kelurahan tidak tersalur dan ada keterlibatan dari 
pihak lurah. 
 Selanjutnya saksi mengadakan pertemuan dengan mengundang 
beberapa pihak yaitu Camat, Lurah, Pihak Bulog, dan seluruh 
Tim Pemantau dan Pengendali Raskin untuk menanyakan 
apakah beras sudah tersalur, namun pada pertemuan tersebut 
para Lurah tidak menjawab pertanyaan saksi. 
 Saksi hanya melakukan pengawasan secara Administrasi saja 
dengan cara menerima laporan dari para Camat dan Lurah. 
 Laporan tersebut diserahkan secara langsung kepada Sekretaris 
Tim dalam hal ini adalah DARMO DJUNAlD untuk kemudian 
dievaluasi oleh Tim. 
 Saksi tidak melaporkan secara khusus kepada Walikota Palopo 
tetapi pernah menyampaikan secara lisan kepada Walikota 
karena menurut saksi adalah sebagai perwakilan Walikota 
Palopo dalam hal kegiatan distribusi Raskin.  
 Saksi pernah bertemu dengan SUPRAPTO setelah saksi 
menggelar rapat untuk membicarakan tentang Raskin yang tidak 
tersalur, dan pada saat itu saksi meminta kepada SUPRAPTO 
agar beras yang tidak tersalur tersebut segera disalurkan kepada 
warga masyarakat, akan tetapi jawaban dari SUPRAPTO pada 
saat itu adalah SUPRAPTO sudah tidak memiliki beras. 
 Menyangkut kegiatan pengadaan beras, saksi menerangkan 
tentang kualitas beras adalah disampaikan kepada Bulog agar 
dalam hal pengadaan beras harus mengacu kepada standar 
pedoman umum pengadaan Raskin. 
 Saksi menerangkan ada sekitar 21 Lurah.yang terlibat dalam hal 
tidak tersalurkannya Raskin dan hal tersebut saksi ketahui dari 
Camat Wara Timur dan Lurah Latuppa. 
 
b. Saksi Andi Pocci Sip. MM 
 Dalam hal kegaitan Raskin Kota Palopo tahun 2009, saksi tidak 
memiliki jabatan, saksi hanya sebatas sebagai jalur koordinasi 
Camat dan Lurah. 
 Sebagai Kabag Pemerintahan Kota Palopo, saksi melakukan 
kegiatan koordinasi dengan seluruh kelurahan dan Kecamatan 
se Kota Palopo. 
 Tugas saksi salah satunya adalah setiap ada permasalahan 
ditingkat kelurahan dan kecamatan yang disampaikan kepada 
saksi, maka saksi mengadakan rapat koordinasi untuk 
membahas permasalahan tersebut. 
 Saksi mengetahui tentang kegaitan Raskin kota Palopo sebagai 
kegaitan Nasional yang ditujukan kepada warga miskin di Kota 
Palopo dan penyalurannya dilaksanakan di tiap kelurahan. 
 Setiap kelurahan berdasarkan data dari BPS memiliki jumlah 
penerima raskin. 
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 Saksi mengetahui ada keluhan tentang mutu raskin yang 
disalurkan lalu saksi menyampaikan kepada Lurah agar beras 
raskin yang mutunya tidak bagus tersebut agar dilakukan 
penggantian ke Bulog. 
 Saksi mengetahui tentang adanya beberapa kelurahan yang tidak 
tersalurkan berasnya, hal tersebut saksi ketahui setelah 
dilakukan rapat pada sekitar bulan Desember 2009, selanjutnya 
pada bulan Januari 2010 saksi melakukan rapat koordinasi dan 
menyampaikan agar beras yang belum diturunkan tersebut 
segera disalurkan. 
 Selain pertemuan bulan Januari 2010, saksi juga pernah 
melakukan rapat sekitar bulan Mei 2010 untuk mendesak agar 
Lurah yang telah menerima uang dari pihak tertentu tersebut 
bertanggung jawab dengan penyalur dalam hal ini adalah 
SUPRAPTO. 
 Berdasarkan penyampaian dari pihak penyalur yakni 
SUPRAPTO pada bulan Mei 2010, telah menyalurkan beras di 8 
(Delapan) Kelurahan yaitu Kelurahan Songka, Kelurahan 
Sampodo, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan 
Benteng, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Pattene, Kelurahan 
Purangi. 
 Saksi menerangkan bagi beberapa keluraha yang berasnya baru 
disalurkan sektiar bulan Mei tersebut kebingungan untuk 
menyerahkan dana harga beras tersebut, lalu atas inisiatif saksi 
maka uang harga beras tersebut kemudian dititipkan kepada staf 
saksi atas permintaan pihak pengelola melalui kuasa hukumnya. 
 
c. Saksi AKMAL HASAN, S.Sos. 
 Saksi adalah Camat wilayah Wara Timur bertugas sebagai 
penanggung jawab penyaluran raskin dari tingkat kelurahan ke 
tingkat penerima manfaat. 
 Di Kecamatan Wara Timur terdapat 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu 
Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Salutelue, 
Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salekoe, Kelurahan 
Malatunrung dan Kelurahan Benteng. 
 Pada tahun 2009 di Kecamatan Wara Timur mendapat jatah 
beras pada seluruh kelurahan adalah sebanyak 22.230 kg. 
 Yang menentukan pihak yang berhak mendapatkan Raskin 
adalah data dari BPS yang kemudian tertuang di dalam SK 
Walikota tentang Pagu Alokasi Raskin. 
 Beras yang dapat diterima oleh warga setiap KK nya adalah 
sebanyak 15 kg dengan harga sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam 
ratus rupiah). 
 Sepanjang pengetahuan saksi beras untuk bulan Oktober, 
Nopember, dan Desember 2009 datang di bulan Nopember 
2009. 
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 Saksi pernah menandatangani BAST beras untuk Bulan 
Oktober, Nopember, dan Desember 2009 yang disebabkan oleh 
karena menurut saksi di dalam BAST tersebut telah terlebih 
dahulu terdapat tanda tangan Lurah yang bersangkutan dan oleh 
kerananya saksi beranggapan bahwa beras telah turun di titik 
distribusi. 
 Saksi pernah mendapat laporan dari Kelurahan Ponjalae dan 
Kelurahan Salekoe bahwa beras untuk bulan Desember 2009 
belum disalurkan oleh Bulog.  
 Bahwa dengan adanya laporan tersebut, saksi dengan segera 
mendesak untuk disalurkannya beras pada kedua kelurahan 
tersebut namun pada kenyataannya pada kelurahan Ponjalae 
beras tidak diturunkan namun pada kelurahan Salekoe beras 
tersebut kurang jumlahnya sebanyak 30 sak. 
 Kelurahan yang tidak turun beras pada tahun 2009 yaitu : 
1. Kelurahan Ponjalae dengan Pagu 3.870 Kg dengan penerima 
258 KK. 
2. Kelurahan Salutelue dengan pagu 1.650 Kg dengan 
penerima 110 KK. 
3. Kelurahan Surutanga dengan pagu 5.550 Kg dengan 
penerima 370 KK. 
4. Kelurahan Salekoe dengan pagu 1.950 Kg dengan penerima 
130 KK. 
5. Kelurahan benteng dengan pagu 2.745 Kg dengan penerima 
183 KK. 
6. Kelurahan Pontap dengan pagu 5.895 Kg dengan penerima 
393 KK.  
 Saksi mengetahui dari Lurah Surutanga atas nama ISKANDAR, 
S.Sos sekitar bulan Januari 2010 bahwa ada seseorang yang 
beraama ASMIUDDIN yang memberikan sejumlah uang kepada 
beberapa orang lurah di Kecamatan Wara Timur. Saksi pernah 
menanyakan kepada Lurah yang berada di Kec. Wara Timur 
pada sekitar bulan Januari 2010 dan menanyakan apakah 
pernah menerima uang dari ASMIUDDIN dan dijawab oleh Lurah 
bahwa beras sudah kosong di Bulog. 
 Saksi melakukan pertemuan yang di hadiri oleh Lurah-Lurah 
Kec. Wara Timur dan dari pertemuan tersebut, ada 6 (Enam) 
diantaranya mengaku menerima uang dari ASMIUDDIN, yaitu: 
1. Lurah Pontap atas nama ANDl SEDAMPATI, S.SOS. 
2. Lurah Ponjalae atas nama NASRULLAH. S.SOS. 
3. Lurah Salutelue atas nama ABDULLAH ZAINI. 
4. Lurah Surutanga atas nama ISKANDAR, S,SOS. 
5. Lurah Salekoe atas nama MISHARI, S.Sos. 
6. Lurah Benteng atas nama HAMZAH, DS. 
 Maksud dari ASMIUDDIN memberikan uang tersebut kepada 
para lurah adalah agar para lurah yang menerima uang tersebut 
membuat BAST Fiktif seolah-olah beras sudah diterima di kantor 
Kelurahan masing-masing. 
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 Saat ini beras sudah tersalur di 3 (Tiga) Kelurahan yaitu 
Kelurahan Benteng, Kelurahan Salutelue, dan Kelurahan 
Ponjalae. 
 Tersalurkannya beras bulan Oktober 2009 di bulan Juni 2010 di 
prakarsai ANDI POCCI saat menggelar rapat di Kantor Walikota 
Palopo dan dihadiri oleh seluruh Lurah Palopo. 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, 
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan 
menanggapinya dalam pembelaan. 
 
d. Saksi DJAMILA, SP. 
 Saksi dalam hal program Raskin untuk Kota Palopo bertugas 
sebagi Ketua Tim Satker Pelaksanaan Penyaluran Raskin untuk 
Kota Palopo tahun 2009. 
 Pembentukan Tim Satker tersebut berdasarkan surat perintah 
Kasub Divre Bulog Kota Palopo Nomor: 009/21/F04/2009 
tanggal 03 Agustus 2009. 
 Proses penyaluran beras tersebut diawali dengan terbitnya SPA 
(Surat Perintah Alokasi) dari Pemerintah Setempat dalam hal ini 
adalah Pemerintah Kota Palopo, lalu setelah itu diterbitkanlah 
DO (Delivery Order) oleh Pelayanan Publik Sub Divre Palopo, 
yang kemudian setelah DO tersebut mendapatkan verivikasi dari 
Kasubdivre dan Ketua Satker Raskin, maka DO tersebut di 
serahkan kepada Kepala Gudang Bulog, selanjutnya adalah 
penerbitan GD 1 K oleh Kepala Gudang Bulog dan diikuti oleh 
pengeluaran beras sesuai dengan jumlah beras yang terdapat di 
GD 1 K, setelah beras dikeluarkan dari Gudang, beras tersebut 
kemudian diserahkan kepada mitra pengangkut dalam hal ini 
adalah UD. Ariansyah (SUPRAPTO) dan diberikan Surat 
Pengantar dari Kepala Gudang yang berisi tentang perintah 
untuk mengantar beras tersebut ke Titik Distribusi. 
 System pengawasan yang dilakukan oleh Satker adalah setelah 
Tim Satker mendapatkan laporan dari Mitra Angkut bahwa beras 
Raskin telah tersalur, maka saksi meminta kepada Anggota Tim 
Satker sekaligus petugas iapangan yaitu Sdr. RUSDIAL untuk 
datang ke setiap titik distribusi / Kelurahan "lalu memperlihatkan 
BAST (Berita Acara Serah Terima) Beras Raskin sesuai dengan 
tanggal Penyeluran Beras Raskin tersebut kepada setiap lurah, 
dan apabila telah terjadi penyaluran Raskin sesuai dengan 
jadwal penyalurannya, maka Lurah kemudian menandatangani 
BAST tersebut sesuai dengan Tanggal Penyaluran Beras Raskin 
tersebut, setelah BAST tersebut ditanda tangani oleh Lurah yang 
menandakan bahwa Beras Raskin memang telah tersalur, maka 
BAST tersebut oleh Rusdial dibawa kembali ke Kantor Divre 
Palopo untuk mendapatkan Legalisasi dari saksi selaku Ketua 
Tim Satker RASKIN Kota Palopo. 
  
 76 
 Tim Satker tidak melakukan pendampingan kepada Mitra Angkut 
saat mitra angkut melakukan pengantaran Raskin dari Pintu 
Gudang Bulog sampai dengan Titik Distribusi. 
 Yang bertindak selaku Mitra Angkut Raskin tahun 2009 adalah 
UD . Ariansyah atas nama SUPRAPTO. 
 Saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 RUSDIAL 
selaku anggota Tim Satker Raskin Bulog menyerahkan BAST 
kepada para Lurah, namun Lurah-lurah tersebut menolak untuk 
melakukan panandatanganan BAST tersebut karena ada beras 
Raskin pada bulan Oktober, Nopember, dan Desember tahun 
2009 yang tidak tersalurkan. 
 Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009, saksi 
melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Wakasub Divre 
Palopo untuk kemudian selanjutnya diteruskan kepada 
Kasubdivre agar persoalan ini ditindaklanjuti dengan cara 
melakukan Peneguran secara tertulis kepada UD. Ariansyah 
sebagai mitra angkut agar beras yang telah keluar dari gudang 
tersebut dan pada saat itu berada pada penguasaan UD. 
Ariansyah untuk segera disalurkan. 
 Saksi selaku Ketua Satker Raskin pada tanggal 16 Nopember 
tahun 2009 membuat Nota Intern Nomor : 001/Satker-PLP/l 
1/2009 tentang Pelaporan Penyaluran Beras Raskin Kota Palopo 
dimana Nota Intern tersebut dikirimkan kepada Wakasub Divre 
yang kemudian ditembuskan ke SPl dan Ketua Raskin. 
 Sekitar tanggal 26 Nopember 2009, datang tim SPl yang 
merupakan jajaran pengawasan dalam hal penyaluran Raskin 
dari Divre Sul-Sel untuk melakukan Pengecekan terhadap 
laporan saksi. 
 Dari hasil pengecekan secara acak tersebut diperoleh hasil 
bahwa terdapat beberapa kelurahan yairu: 
1. Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan beras pada 
bulan Nopember dan Desember tidak tersalur. 
2. Kelurahan Salo Tellue Kecamatan Wara TImur beras pada 
bulan Oktober tidak tersalurkan. 
3. Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara beras pada 
Bulan Desember tidak disalurkan. 
4. Kelurahan To'bulung kecamatan Bara beras pada bulan 
Oktober tidak disalurkan. 
 Selanjutnya dari hasil temuan Tim SPI tersebut d buatkan dalam 
bentuk Laporan Perjalanan Dinas pada tanggal 03 Desember 
2009 yang pada pokoknya hasil temuan tersebut kemudian 
disampaikan kepada KASUBDIVRE Kota Palopo agar ditindak 
lanjuti. 
 Saksi memanggil Mitra Angkut dalam hal ini adalah SUPRAPTO 
bermaksud menanyakan apakah beras tersebut telah sampai 
dan pada saat itu SUPRAPTO memperlihatkan kepada saksi 
dokumen bukti angkut yang dimilikinya bahwa seluruh dokumen 
tersebut telah ditandatangani oleh para lurah yang bersangkutan 
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sehingga SUPRAPTO berkilah bahwa beras telah sampai di titik 
distribusi berdasarkan dokumen yang diperlihatkannya kepada 
saksi. 
 Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Waka Sub 
Divre Bulog yang kemudian menindaklanjuti laporan saksi 
dengan menerbitkan surat pemberitahuan tertuju kepada mitra 
angkut Nomor : 017/SDVR/-PLP/01/2010 tertanggal 17 Januari 
2010 dimana dasar surat tersebut adalah adanya permohonan 
penyaluran kekurangan Raskin dari Kelurahan Surutanga, dan 
Kelurahan Latuppa serta dari Camat Mungkajang atas nama 
MAS JAYA. 
 Saksi mengenal KONSTANSYAH sebagai salah satu anggota 
LSM yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan 
pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 
2009. 
 Sebagai anggota tim pemantau raskin yang diberikan SK dari 
Pemerintah Kota Palopo, KONSTANSYAH tidak pernah 
memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauannya 
kepada Tim Satker Bulog. 
 BAST (Berita Acara Serah Terima Beras) berfungsi sebagai alat 
Kontrol tentang apakah beras telah disalurkan ke titik distribusi. 
 Dasar saksi dalam rangka menyodorkan BAST kepada para 
Lurah oleh karena menurut Informasi dari Kepala Gudang dan 
adanya dokumen GD 1 K yang telah terbit bahwa beras 
sejumlah itu telah keluar dari dalam gudang Bulog untuk 
selanjutnya di kirimkan ketitik distribusi. 
 Dengan terbitnya GD 1 K dan beras keluar dari dalam gudang 
Bulog maka saksi berasumsi bahwa beras telah sampai di titik 
distribusi sehingga Lurah wajib menandatangani BAST beras 
Raskin untuk bulan Oktober, Nopember, Desember tahun 2009. 
 
e. Saksi RUSDIAL 
 Saksi dalam hal program Raskin untuk Kota Palopo bertugas 
sebagai anggota Tim Satker Pelaksanaan Penyaluran Raskin 
untuk Kota Palopo tahun 2009. 
 Saksi mengenal KONSTANSYAH sebagai salah satu anggota 
LSM Pendamping dalam hal penyaluran Raskin untuk Kota 
Palopo Tahun 2009. 
 Tugas saksi adalah mengantar BAST dan melakukan penagihan 
HPB (Harga Penjualan Beras) kepada kelurahan yang sudah 
menerima Raskin yang berada di 9 (Sembilan) Kecamatan dan 
48 (Empat Puluh Delapan) Kelurahan. 
 Saksi mengirimkan BAST kepada Lurah sebagai bukti bahwa 
beras Raskin sudah tersalur dititik distribusi sejak GD 1 K terbit 
dari Gudang Bulog. 
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 Rekan angkut Raskin dalam hal ini adalah UD. ARIANSYAH 
harus mengirimkan beras kepada Titik Distribusi sejak tanggal 
dimana GD 1 K terbit. 
 Bahwa pernah ada Kelurahan yang menolak menandatangani 
BAST karena beras pada bulan Oktober 2009 tidak tersalurkan. 
 Kelurahan tersebut adalah: 
1. Kelurahan Salluteiue. 
2. Kelurahan Penggoli. 
3. Kelurahan To'bulung. 
4. Kelurahan Songka. 
 Saksi setelah mengetahui hal tersebut kemudian melaporkannya 
kepada Ketua Tim Satker dalam hal ini adalah Saksi Djamila 
yang kemudian menindaklanjuti dengan cara menyampaikan 
secara tertulis kepada Waka Sub Divre Palopo. 
 
f. Saksi Drs. ASMIUDDIN. 
 Sekitar bulan September 2009 saksi datang ke rumah 
SUPRAPTO yang terletak di Jalan Merdeka Kota Palopo dalam 
rangka Silaturahmi, dan setelah saksi sampai disana 
SUPRAPTO mengatakan kepada saksi tentang rencana agar 
beras di bulan Oktober untuk tidak usah disalurkan namun 
diuangkan saja, caranya agar saksi diminta untuk menghubungi 
lurah-lurah dan menyampaikan tentang rencana tersebut. 
 Selanjutnya saksi mengunjungi Lurah Dangerakko, Lurah Boting 
dan juga menemui Camat Mungkajang menyampaikan tentang 
rencana Suprapto yakni beras untuk bulan Oktober tersebut 
tidak usah disalurkan melainkan diganti saja dengan uang 
namun lurah Dangerakko, Lurah Boting dan Camat Mungkajang 
menolak rencana tersebut. 
 Setelah itu Suprapto mengatakan kepada saksi agar segera 
hubungi para Lurah yang berada di Kecamatan Wara Timur, 
sehingga akhirnya saksi pun melaksanakan permintaan 
Suprapto tersebut. 
 Pertama-tama saksi menghubungi Lurah Benteng atas nama 
HAMZAH, DS bertempat di Kelurahan Benteng dan 
menyampaikan rencana Suprapto perihal tidak perlu 
disalurkannya beras untuk bulan Oktober namun diganti dengan 
sejumlah uang, setelah itu Lurah Benteng meminta waktu untuk 
menghubungi Lurah-lurah lain yang berada di Kecamatan Wara 
Timur. Adapun hasil dari koordinasi tersebut akan disampaikan 
kepada saksi melalui telepon. 
 Beberapa hari kemudian, Lurah Benteng menghubungi saksi dan 
mengatakan bahwa para lurah di Kecamatan Wara Timur telah 
sepakat dengan rencana SUPRAPTO. 
 Setelah itu saksi datang ke kantor, kelurahan Benteng khusus 
membicarakan perihal rencana tersebut, dan saat itu Lurah 
Benteng menanyakan kapan dan bagaimana kesiapan dana 
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yang diperuntukkan bagi para Lurah yang telah menyepakati 
rencana tersebut, dan saksi pun menjawab "akan saya laporkan 
terlebih dahulu kepada SUPRAPTO". 
 Selanjutnya saksi menemui SUPRAPTO bahwa Lurah-lurah 
yang berada di Kecamatan Wara Timur yakni Lurah Benteng, 
Lurah Ponjalae, Lurah Pontap, Lurah Salutelue, Lurah 
Sulutanga, Lurah Salekoe telah menyetujui rencananya, dan 
pada saat itu juga SUPRAPTO langsung mengambil data 
mengenai jumlah kuantum beras yang dimilikinya dan 
melakukan perhitungan berdasarkan jumlah pagu beras yang 
ada disetiap kelurahan tersebut. 
 Adapun perhitungannya adalah Rp.3.000,- dikalikan jumlah 
Kuantum Beras setiap kelurahan, selanjutnya uang tersebut 
SUPRAPTO serahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan 
kepada para lurah. 
 Selanjutnya bertempat di kantor kelurahan Surutanga Kec. Wara 
Timur Kota Palopo saksi menyerahkan uang kepada 3 (iga) 
orang lurah sekaligus secara berturut-turut kepada Lurah 
Benteng, Lurah Pontap, dan Lurah Surutanga, lalu setelah terjadi 
penyerahan uang tersebut maka saksi meminta kepada setiap 
Lurah agar menandatangani dokumen/blangko penyerahan 
beras dari SUPRAPTO kepada Lurah, dan setelah para lurah 
menerima uang dari saksi tersebut maka lurah akhirnya 
menandatangani dokumen/bianko penyerahan uang tersebut. 
 Saksi juga menuju ke rumah Lurah Ponjalae dan Lurah Salutelue 
menyerahkan uang dan sekaligus meminta kepada Lurah untuk 
menandatangani dokumen penyerahan beras Raskin dari 
Suprapto kepada para lurah. 
 Berselang beberapa hari kemudian lurah Benteng menghubungi 
saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa diluar dari lurah 
yang telah saksi serahkan uang dan menandatangani dokumen 
penyerahan Raskin, ternyata ada lurah yang lain yang juga ingin 
agar beras di bulan Oktober untuk tidak disalurkan namun 
diganti dengan sejumlah uang, adapun lurah tersebut adalah 
lurah: 
1. Lurah Murante 
2. Lurah Mungkajang 
3. Lurah Latuppa 
 Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya saksi menyampaikan 
kepada SUPRAPTO, lalu SUPRAPTO dengan segera 
menyerahkan uang kepada saksi sekaligus untuk kemudian 
diserahkan kepada Lurah-lurah tersebut. 
 Setelah mulai muncul kepermukaan persoalan Raskin ini, maka 
Lurah Murante dan Mungkajang menelfon saksi minta tolong 
agar beras untuk alokasi bulan Oktober 2009 yang tidak 
tersalurkan tersebut agar segera diturunkan. 
 Setelah itu saksi menyampaikan hal tersebut kepada 
SUPRAPTO, dan SUPRAPTO mengatakan "saya liat dulu 
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situasinya", lalu 3 (tiga) hari kemudian SUPRAPTO melakukan 
pendistribusian beras ke Kelurahan Murante dan Mungkajang 
sejumlah pagu beras yang ada. 
 SUPRAPTO meminta saksi untuk melakukan pengambilan 
kembali uang yang telah diserahkan kepada Lurah Murante dan 
Lurah Mungkajang melalui Lurah Benteng tersebut. 
 
g. Saksi SUPRAPTO 
 Saksi memiliki Usaha Dagang yang bernama UD. ARIANSYAH 
dengan bidang usaha Perusahaan Kecil jual beli beras dan 
berdiri sejak tahun 2000. 
 Saksi mengenal KONSTANSYAH sebagai LSM Pendamping 
Program Raskin untuk Kota Palopo tahun 2009. 
 Saksi pada saat pelaksanaan Program Raskin tersebut bertugas 
selaku mitra Angkut Raskin di Wilayah penyaluran Kota Palopo. 
 Tugas selaku mitra angkut Raskin di Kota Palopo adalah: 
1. Melaksanakan angkutan beras mulai dari pintu gudang Sub 
Divre Kota Palopo sampai dengan penurunan barang (beras) 
di titik distribusi yang disepakati. 
2. Penimbangan dilakukan dengan cara timbang 100% (seratus 
persen) dan disaksikan oleh pihak Bulog dan atau Pemda 
setempat. 
3. Pada setiap penerimaan beras (beras) di gudang 
pengeluaran dan penyerahan barang di gudang di titik 
distribusi yang disepakati dibuat surat tanda terima barang 
(beras) oleh saksi. 
 Adapun tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab penuh 
terhadap barang (beras) atas segala kerusakan, kekurangan, 
kesusutan, maupun jenis barang yang diantar, mulai dari pintu 
gerbang Sub Divre sampai pada titik distribusi yang telah 
disepakati. 
 Dalam hal proses penyaluran Raskin, Bulog menyalurkan Raskin 
berdasarkan SPA yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palopo, 
setelah itu Bulog menerbitkan DO (Delivery Order) yang 
kemudian dibawa ke Gudang Bulog untuk dibuatkan GD 1 K 
yang diperuntukkan bagi pengeluaran beras dari Gudang Bulog, 
setelah itu saksi melakukan pengangkutan ke setiap titik 
distribusi (Kelurahan). 
 Secara administrasi pelaksanaan penyaluran beras tersebut 
sudah sesuai dengan aturan dalam kontrak karena BAST yang 
ditandatangani oleh Lurah tersebut di sesuaikan dengan GD1K 
atau sejak beras tersebut keluar dari gudang Bulog namun 
kenyataannya BAST yang ditandatangani oleh Lurah tersebut 
tidak sesuai dengan realita penerimaan pada titik distribusi 
karena saksi tidak mengantarkan beras tersebut pada titik 
distribusi tepat pada tanggal keluarnya beras dari gudang. 
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 Saksi tidak melakukan pengantaran beras sesuai dengan yang 
seharusnya karena beras pada bulog untuk penyaluran beras 
raskin tersebut tidak layak dikonsumsi maka saksi diperintahkan 
oleh Kasub Divre Palopo untuk mencampur beras yang jelek 
dengan beras yang bagus sehingga layak dikosumsi baru 
setelah itu disalurkan pada titik distribusi maka dari itu ada 
keterlambatan penyaluran ke titik distribusi karena saksi 
melakukan pencampuran terlebih dahulu ke gudang beras milik 
saksi. 
 Ada beras yang tidak tersalur yaitu beras untuk alokasi bulan 
Oktober 2009 sebanyak 53.190 Kg. 
 Pada bulan oktober saat saksi hendak melakukan pencampuran 
beras di gudang milik saksi kemudian datang KONSTANSYAH 
menawarkan kepada saksi agar supaya beras untuk bulan 
Oktober tidak diturunkan dengan alasan bahwa Lurah-Lurah 
hendak menjual beras tersebut.  
 Kemudian saksi mengatakan bahwa kalau memang Lurah-Lurah 
hendak menjual maka saya mau membeli beras tersebut dengan 
harga Rp.3500,- dengan bayar runai secara bertahap sesuai 
dengan permintaan dengan total Rp. 186.165.000,- (Seratus 
Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima ribu 
Rupiah). 
 Saksi menyerahkan uang beras yang tidak disalurkan tersebut, 
kepada KONSTANSYAH yaitu antaralain untuk Lurah Temma 
Lebbak, Balandai, Patene Purangi, Batu Walenrang, 
Sumorambu, Mancani, Jaya, Sallu batang sehingga totalnya 
adalah 31.695 Kg X 3.500 = Rp. 110.932.500,- (Seratus Sepuluh 
Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). 
 Saksi juga menyerahkan uang beras yang tidak disalurkan 
tersebut kepada Drs. ASMIUDDIN yaitu antara lain untuk Lurah 
Ponjolae, Benteng, Surutanga, Salutalue, Pontap, Latuppa, jadi 
totalya adalah 21.495 Kg Rp.3500,- Rp.75.232.500,- (Tujuh 
Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus  
Rupiah). 
 Saksi sudah tidak ingat kapan saksi berikan untuk 
KONSTANSYAH dengan Drs. ASMIUDDIN namun yang jelas 
pada bulan Oktober 2009 yang pembayaran dilakukan dua kali 
pada bulan yang sama karena tidak ada kuitansi atau tanda 
terima tetapi hanya dengan berdasarkan kepercayaan saja. 
 
Selain saksi-saksi yang telah dikemukakan, Penuntut Umum 
dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) AHLI yaitu Abidin Bengnga, 
SE,.M.Ak yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
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 Ahli pernah melakukan audit berdasarkan data yang disiapkan 
oleh Penyidik untuk melakukan analisis perhitungan kerugian 
negara. 
 Semula ahli hanya melakukan audit terhadap perkara 
SUPRAPTO tetapi atas permintaan Penyidik maka ahli juga 
melakukan perhitungan kerugian negara untuk masing-masing 
Lurah. 
 Ahli mengakui bahwa terhadap laporan perhitungan tersebut 
ahli hanya menghitung secara komulatif dengan perkara 
SUPRAPTO dan ahli tidak melakukan klarifikasi sehingga terjadi 
kekeliruan perhitungan dan terhadap hal tersebut ahli 
menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk disesuaikan dengan 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. 
 
Selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum 
telah pula mengajukan alat bukti surat yaitu berupa : 
 Foto Copy SK PNS An. NASRULLAH, S.Sos Nomor: 
1521/KANWIL/SK/TU/1989 tanggal 30 Desember 1989.  
 Foto Copy SK Jabatan An. NASRULLAH, S.Sos Nomor: 
821.24/500/BKD tanggal 30 April 2007. 
 Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). 
 
Oleh karena bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut 
hukum, maka dapat dipakai sebagai alat dan barang bukti yang sah dalam 
perkara ini. 
Dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 
 Terdakwa diperiksa karena adanya Dugaan Penyimpangan 
pada pelaksanaan Program Bantuan Raskin Di Kota Palopo T.A 
2009. 
 Terdakwa bertugas sebagai Lurah Ponjalae pada saat kegiatan 
Raskin tahun 2009 berlangsung.  
 Sebagai Lurah Ponjalae terdakwa memiliki kewajiban untuk 
melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan 
pendistribusian Raskin dari mulai tingkat Kelurahan sampai ke 
tingkat penerima manfaat. 
 Jumlah penerima Raskin di Kelurahan Ponjalae pada tahun 
2009 adalah sebanyak 258 KK dengan jumlah beras sebanyak 
3.870 Kg setiap bulannya. Terkait dengan Kegiatan penyaluran 
Raskin tahun 2009 ada beras yang tidak tersalur yaitu beras 
untuk bulan Oktober 2009 dengan jumlah sebanyak 3.870 Kg.  
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 ASMIUDDIN pernah mendatangi terdakwa dan meminta agar 
beras pada bulan Oktober 2009 tidak usah disalurkan dan 
diganti dengan sejumlah uang dan atas ajakan tersebut 
terdakwa kemudian menanyakan bagaimana kesiapan Lurah-
Lurah yang lain dan dijawab oleh ASMIUDDIN bahwa Lurah-
Lurah yang lain telah menyetujui rancana tersebut. 
 Selanjutnya sekitar bulan Nopember 2009, ASMIUDDIN 
menemui terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa 
sebesar Rp.11.610.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Sepuluh 
Ribu Rupiah). 
 Dari jumlah uang tersebut, sebesar Rp.6.192.000,- (Enam Juta 
Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) digunakan oleh 
tersangka untuk melunasi HPB Raskin pada bulan Oktober 
2009, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.418.000,- (Lima Juta 
Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Sebesar Rp. 
4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dikuasai oleh terdakwa sampai 
dengan Penyidik melakukan sita atas uang tersebut, sedangkan 
sisanya sebesar Rp. 1.418.000,- (Satu Juta Empat Ratus 
Delapan Belas Ribu Rupiah) masih berada di dalam 
penguasaan terdakwa. 
 
4. Amar Putusan 
 Menyatakan Terdakwa NASRULLAH, S.Sos telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
KORUPSI. 
 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 
tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. 
 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar 
Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. 
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 Menetapkan barang bukti berupa : 
1. Foto Copy SK PNS An. NASRULLAH, S.Sos Nomor: 
1521/KANWIL/TU-1/XII/1989 tanggal 30 Desember 1989. 
2. Foto Copy SK Jabatan An. NASRULLAH, S.sos Nomor: 
821.24/500/BKD  tanggal 30 April 2007. 
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, 
sedangkan. 
3. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)  
Dirampas untuk Negara. 
 Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah). 
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5. Analisis Putusan 
 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi yang 
dilakukan oleh Nasrullah, S.Sos, disusun dalam bentuk 
dakwaan alternatif, yaitu : melanggar ketentuan Pasal 3 jo. 
Pasal 17 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 
Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) 
huruf a jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
 Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk 
dakwaan alternatif, maka konsekuensi yuridis dari dakwaan 
yang disusun secara alternatif, hakim memilih dakwaan mana 
yang akan dipertimbangkan terhadap diri atau perbuatan 
terdakwa NASRULLAH, S.Sos 
 
Untuk itulah hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua 
yakni Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 
Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. 
2. Menerima pemberian atau janji. 
3. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara 
Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.  
Ad. 1. Unsur  "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara". 
Didalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 
disebutkan bahwa Pegawai Negeri meliputi : 
a. Pegawai Negeri sebagimana dirnaksud dalam UU tentang 
Kepegawaian. 
b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. 
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c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara 
atau Daerah 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah; atau 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau 
masyarakat  
 
Sedangkan yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" yang 
dirumuskan dalam penjelasan Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 1999 
berbunyi bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legisiatif, atau yudikatif, dan pejabat lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa 
NASRULLAH, S.Sos yang identitasnya bersesuaian dengan identitas 
terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
dipersidangan bahwa benar pada saat pelaksanaan program bantuan 
raskin di Kota Palopo Tahun Anggaran 2009, terdakwa NASRULLAH, 
S.Sos bertugas sebagai Lurah Ponjalae. 
Hal tersebut didukung pula dengan bukti surat SK PNS An. 
NASRULLAH, S.Sos Nomor: 1521/KANWIL/SK/TU-1/XII/1989 tanggal 30 
Desember 1989 yang memutuskan NASRULLAH (terdakwa) sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan juga bukti surat SK Jabatan An. 
NASRULLAH, S.Sos Nomor: 821.24/5GO/BKD tanggal 30 April 2007 yang 
memutuskan NASRULLAH (terdakwa) sebagai Lurah Ponjalae 
Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. 
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Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa NASRULLAH, 
S.Sos adalah seorang Pegawai Negeri sebagaimana disebutkan dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut. 
Dengan demikian unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara 
Negara" telah terpenuhi menurut hukum. 
 
Ad. 2. Unsur "Menerima pemberian atau janji". 
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) pada hakekatnya sama dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a dan b, dimana ketentuan 
tersebut semula  berasal dari Pasal 419 KUHP. 
Indikator selesainya perbuatan "menerima pemberian" adalah 
apabila sesuatu pemberian tersebut telah berpindah kekuasaannya 
secara mutlak ketangan atau kedalam penguasaan pegawai negeri yang 
menerima, demikian pula halnya "menerima janji" dapat dianggap telah 
selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai 
indikator bahwa mengenai apa isi yang dijanjikan telah diterima oleh 
pegawai negeri tersebut. 
Persidangan saksi SUPRAPTO telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 
 Pada bulan Oktober 2009 saat saksi hendak melakukan 
pencampuran beras di gudang milik saksi kemudian datang 
KONSTANSYAH menawarkan kepada saksi agar supaya beras 
untuk bulan Oktober tidak diturunkan dengan alasan bahwa 
Lurah-Lurah hendak menjual beras tersebut. 
 Kemudian saksi mengatakan bahwa kalau memang Lurah-
Lurah hendak menjual maka saya mau membeli beras tersebut 
dengan harga Rp. 3500,- dengan bayar tunai secara bertahap 
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sesuai dengan permintaan dengan total Rp. 186.165.000,- 
(Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima 
Ribu Rupiah). 
 Saksi menyerahkan uang beras yang tidak disalurkan tersebut, 
kepada KONSTANSYAH yaitu antara lain untuk Lurah Temma 
Lebbak, Balandai, Patene Purangi, Batu Walenrang, 
Sumorambu, Mancani, Jaya, Sallu batang sehingga totalnya 
adalah 31.695 Kg x 3.500 = Rp. 110.932.500,- (Seratus Sepuluh 
Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). 
 Saksi juga menyerahkan uang beras yang tidak disalurkan 
tersebut, kepada Drs. ASMIUDDIN yaitu antara lain untuk Lurah 
Ponjolae, Benteng, Surutanga, Sallutalue, Pontap, Latuppa, jadi 
totalnya adalah 21.495 Kg x Rp. 3500 = Rp. 75.232.500,- (Tujuh 
Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus 
Ribu Rupiah). 
 Saksi sudah tidak ingat kapan saksi berikan untuk 
KONSTANSYAH dengan Drs. ASMIUDDIN namun yang jelas 
pada bulan Oktober 2009 yang pembayarannya dilakukan dua 
kali pada bulan yang sama karena tidak ada kuitansi atau tanda 
terima tetapi hanya dengan kepercayaan saja. 
 
Saksi ASMIUDDIN telah pula menerangkan yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
 Pertama-tama saksi menghubungi Lurah Benteng atas nama 
HAMZAH, DS bertempat di Kelurahan Benteng dan 
menyampaikan rencana Suprapto perihal tidak perlu 
disalurkannya beras untuk bulan Oktober namun diganti dengan 
sejumlah uang, setelah itu Lurah Benteng meminta waktu untuk 
menghubungi Lurah-Lurah lain yang berada di Kecamatan Wara 
Timur, adapun hasil dari koordinasi tersebut akan disampaikan 
kepada saksi melalui telepon. 
 Beberapa hari kemudian, Lurah Benteng menghubungi saksi 
dan mengatakan bahwa para Lurah di Kecamatan Wara Timur 
telah sepakat dengan rencana SUPRAPTO. 
 Setelah itu saksi datang ke kantor kelurahan Benteng dan saat 
itu Lurah Benteng menanyakan kapan dan bagaimana kesiapan 
dana yang diperuntukkan bagi para Lurah yang telah 
menyepakati rencana tersebut. 
 Selanjutnya saksi menemui SUPRAPTO bahwa Lurah-Lurah 
yang berada di Kecamatan Wara Timur yakni Lurah Benteng, 
Lurah Ponjalae, Lurah Pontap, Lurah Salutelue, Lurah 
Surutanga, Lurah Salekoe telah menyetujui rencananya, dan 
pada saat itu juga SUPRAPTO langsung mengambil data 
mengenai jumlah kuantum beras yang dimilikinya dan 
melakukan perhitungan berdasarkan jumlah pagu beras yang 
ada disetiap kelurahan tersebut. 
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 Adapun perhitungannya adalah Rp.3.000,- dikalikan Jumlah 
Kuantum Beras setiap kelurahan, selanjutnya uang tersebut 
SUPRAPTO serahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan 
kepada para lurah. 
 
Saksi AKMAL HASAN menerangkan bahwa saksi selaku Camat 
Wara Timur sekitar bulan Januari 2010 melakukan pertemuan yang di 
hadiri oleh Lurah-Lurah Kec. Wara Timur dan dari pertemuan tersebut, 
ada 6 (Enam) diantaranya mengaku telah menerima uang dari 
ASMIUDDIN, yaitu : 
1. Lurah Pontap atas nama ANDI SEDAMPATI, S.Sos. 
2. Lurah Ponjalae atas nama NASRULLAH. S.Sos. 
3. Lurah Salutelue atas nama ABDULLAH ZAINI. 
4. Lurah Surutanga atas nama ISKANDAR, S.Sos. 
5. Lurah Salekoe atas nama MISHARI, S.Sos.  
6. Lurah Benteng atas nama HAMZAH, DS. 
Terdakwa telah pula menerangkan pada pokoknya bahwa sekitar 
bulan Nopember 2009, ASMIUDDIN menemui terdakwa dan menyerahkan 
uang kepada terdakwa sebesar Rp. 11.610.000,- (Sebelas Juta Enam 
Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya dari jumlah uang tersebut, 
sebesar Rp.6.192.000,- (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu 
Rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk melunasi HPB Raskin pada bulan 
Oktober 2009, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.418.000,- (Lima Juta 
Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), yakni sebesar Rp 4.000.000,- 
(Empat Juta Rupiah) telah diserahkan terdakwa kepada Penyidik untuk 
dilakukan penyitaan atas uang tersebut, dan sebesar Rp.1.418.000,- (Satu 
Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) masih berada di dalam 
penguasaan terdakwa. 
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Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut, 
maka telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah menerima 
pemberian atau menerima sejumlah uang dari ASMIUDDIN, sehingga 
dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi  
Ad. 3. Unsur maksud ya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya". 
 
Terhadap unsur ini yakni "dengan maksud supaya Pegawai Negeri 
atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" didalam 
hukum pidana disebutkan "bijkomend oogmerk" atau "maksud 
selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak 
pidana selesai melakukan tindak pidana. 
Pada setiap jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara 
Negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, 
baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya. 
Saksi DJAMILA selaku ketua tim satker raskin, saksi RUSDIAL 
selaku anggota tim satker raskin dan saksi SUPRAPTO selaku mitra 
angkut Raskin menerangkan bahwa mekanisme penyaluran Beras Raskin 
dari Bulog sampai dengan titik distribusi adalah dimulai setelah Keluarnya 
SPA (Surat Permintaan ALokasi) Beras Raskin dari Pemerintah Kota 
Palopo tahun 2009, maka Pihak Bulog menerbitkan SPPB (Surat Perintah 
Pengeluaran Barang) atau DO setelah itu berdasarkan DO tersebut oleh 
Kepala Gudang Bulog menerbitkan GD 1 K dan pengeluaran beras sesuai 
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dengan jumlah beras yang terdapat di GD 1 K, selanjutnya beras diangkut 
sesuai dengan alokasi beras yang ada untuk masing-masing kelurahan 
atau titik distribusi, setelah beras tersebut berada di titik distribusi maka 
kemudian oleh Lurah dan Camat menandatangani BAST (Berita Acara 
Serah Terima). 
Saksi HAEDIR BASIR menerangkan bahwa saksi selaku 
koordinator tim koordinasi dan pengendali raskin Kota Palopo tahun 2009 
bertugas untuk mengarahkan kinerja tim dan menerima laporan dari 
anggota tim yang bertugas dilapangan dalam hal ini adalah Lurah, Camat, 
serta anggota LSM Pemantau Raskin, dan berdasarkan laporan para 
saksi mengetahui dibeberapa kelurahan ada raskin tidak tersalur dan ada 
keterlibatan dari pihak Lurah, selanjutnya saksi mengadakan pertemuan 
dengan mengundang beberapa pihak yaitu Camat, Lurah, Pihak Bulog, 
dan seluruh Tim Pemantau dan Pengendali Raskin untuk menanyakan 
apakah beras sudah tersalur, namun pada pertemuan tersebut para Lurah 
tidak menjawab pertanyaan saksi. 
Saksi DJAMILA dan saksi RUSDIAL menerangkan bahwa pada 
saat Tim Satker Raskin Bulog menyerahkan BAST kepada para Lurah, 
Lurah-Lurah tersebut menolak untuk melakukan panandatanganan BAST 
tersebut karena ada beras Raskin pada bulan Oktober, Nopember, dan 
Desember tahun 2009 yang tidak tersalurkan, selanjutnya Satker 
memanggil Mitra Angkut dalam hal ini adalah SUPRAPTO bermaksud 
menanyakan apakah beras tersebut telah sampai dan pada saat itu 
SUPRAPTO memperlihatkan kepada saksi dokumen bukti angkut yang 
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dimilikinya bahwa seluruh dokumen tersebut telah ditandatangani oleh 
para Lurah yang bersangkutan sehingga SUPRAPTO berkilah bahwa 
beras telah sampai dititik distribusi berdasarkan dokumen yang 
diperlihatkannya kepada saksi. 
Saksi SUPRAPTO menerangkan pada pokoknya bahwa secara 
administrasi pelaksanaan penyaluran beras tersebut sudah sesuai dengan 
aturan dalam kontrak karena BAST yang ditandatangani oleh Lurah 
tersebut disesuaikan dengan GD 1 K atau sejak beras tersebut keluar dari 
gudang Bulog namun kenyataannya BAST yang ditandatangani oleh 
Lurah tersebut tidak sesuai dengan realita penerimaan pada titik distribusi 
karena saksi tidak mengantarkan beras tersebut pada titik distribusi tepat 
pada tanggal keluarnya beras dari gudang. 
Saksi ASMIUDDIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: 
 Sekitar bulan September 2009 saksi bertemu SUPRAPTO 
dirumahnya, lalu SUPRAPTO mengatakan kepada saksi 
tentang rencana agar beras di bulan Oktober 2009 tidak usah 
disalurkan namun diuangkan saja, caranya saksi diminta untuk 
menghubungi Lurah-Lurah dan menyampaikan tentang rencana 
tersebut. 
 Selanjutnya saksi menemui Lurah-Lurah yang berada di 
Kecamatan Wara Timur yakni Lurah yang telah menyetujui 
rencana tersebut, dan pada saat itu juga SUPRAPTO langsung 
mengambil data mengenai jumlah kuantum beras yang 
dimilikinya dan melakukan perhitungan berdasarkan jumlah 
pagu beras yang ada disetiap kelurahan tersebut. 
 Setelah saksi menyerahkan sejumlah uang kepada para lurah 
Kec. Wara Timur tersebut, dan setelah terjadi penyerahan uang 
tersebut maka saksi meminta kepada setiap Lurah agar 
menandatangani dokumen/BAST penyerahan beras dari 
SUPRAPTO kepada Lurah, dan akhirnya para Lurah tersebut 
menandatangani dokumen/ BAST tersebut, padahal saat itu 
beras untuk alokasi bulan Oktober 2009 belum disalurkan. 
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Terdakwa telah pula menerangkan pada pokoknya bahwa benar 
ASMIUDDIN pernah mendatangi terdakwa dan meminta agar beras pada 
bulan Oktober 2009 tidak usah disalurkan dan diganti dengan sejumlah 
uang dan atas ajakan tersebut terdakwa kemudian menanyakan 
bagaimana kesiapan Lurah-Lurah yang lain dan dijawab oleh ASMIUDDIN 
bahwa Lurah-Lurah yang lain telah menyetujui rancana tersebut, sehingga 
akhirnya terdakwa menerima pemberian ASMIUDDIN tersebut, setelah itu 
terdakwa melakukan penandatanganan BAST Raskin untuk Bulan 
Oktober 2009 padahal beras raskin pada bulan Okotber tersebut belum 
tiba di kelurahan Ponjalae. 
Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa selaku 
lurah telah menerima sejumlah uang sebagai fee sebagai ucapan 
terimakasih karena telah menyetorkan tagihan beras raskin dan telah 
menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima) untuk alokasi bulan 
Oktober 2009 padahal faktanya raskin untuk alokasi bulan Oktober 2009 
tersebut tidak disalurkan oleh Mitra Angkut kepada penerima manfaat. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa selaku lurah 
seharusnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian 
Raskin mulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat penerima manfaat, 
akan tetapi terdakwa justru telah berbuat dalam jabatannya hal-hal yang 
bertentangan dengan kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian 
terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi pula. 
Bertitik tolak dari uraian di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur 
dari dakwaan kedua tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa terdakwa NASRULLAH, S.Sos telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 
ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor: 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Dalam butir ke 2 (dua) Amar Putusan Hakim terhadap kasus 
korupsi yang dilakukan oleh Nasrullah, S.Sos, berbunyi sebagai berikut: 
menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun. 
Amar putusan ini didasarkan pada pertimbangan hakim sebagai 
berikut: 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi 
rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih 
dahulu telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan Terdakwa sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan warga miskin tidak dapat 
menikmati haknya untuk memperoleh beras raskin tersebut. 
Hal-hal meringankan : 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang 
dan menyesali perbuatannya 
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya 
tersebut kepada Penyidik Kejari Palopo untuk dijadikan barang 
bukti 
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- Terdakwa belum pernah dihukum 
Berdasarkan pertimbangan inilah maka pidana yang dijatuhkan 
oleh hakim terhadap Nasrullah adalah pidana minimal dari ketentuan 
Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal  5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 
20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Menurut penulis penjatuhan pidana minimal adalah suatu putusan 
yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi karena salah satu 
upaya yang positif untuk memberantas korupsi adalah upaya represif 
disamping upaya preventif. Dalam upaya represif sangat diharapkan agar 
hakim menjatuhkan pidana maksimal yaitu pidana 5 (lima) tahun, bukan 
pidana minimal 1 (satu) tahun kepada NASRULLAH, sebagaimana 
ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 
tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 
21 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Hal ini perlu diperhatikan oleh hakim yang mengadili dan 
menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi, mengingat korupsi yang telah 
berbagai cara yang digunakan untuk memberantasnya, tetapi justru 
memperlihatkan peningkatan baik kualitas, maupun kuantitas. 
Peningkatan kuantitas adalah jumlah koruptor dan uang yang di korupsi 
memperlihatkan perkembangannya yang terus meningkat dari tahun 
ketahun baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian 
negara. Perkembangan atau peningkatan dari segi kualitas korupsi (tentu 
dalam arti negatif) dapat dilihat pada cara-cara bentuk-bentuk korupsi 
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yang juga terus berkembang dibarengi dengan keberanian pelakunya 
yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi. 
Benarkah apabila korupsi itu digambarkan sebagai virus flu atau 
digambarkan ibarat penyakit, korupsi telah berkembang dalam tiga tahap, 
yaitu elitis, endemis, dan sistemik. 
Jika hakim-hakim yang mengadili korupsi itu terlalu menerapkan 
pidana minimal, sama saja hakim itu mendukung korupsi atau memberi 
pupuk dalam putusannya untuk menyuburkan korupsi yang merugikan 
masyarakat dan perekonomian serta merugikan negara. 
       
B. Penjatuhan Pidana Minimal Dalam Kaitannya Penanggulangan 
Korupsi 
Pengadilan Negeri Palopo sebagai lokasi penelitian penulis 
sehubungan dengan penelitian tetap analisis penerapan ketentuan pidana 
minimal dalam perkara korupsi, penulis mendapat data kasus korupsi 
yang diadili di Pengadilan Negeri Palopo dari tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2010. 
Setelah diresmikannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahun 
2011, maka kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum PN Palopo dan 
Pengadilan Negeri yang ada di Sulawesi Selatan diadili di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Makassar. 
Berikut penulis akan mengemukakan data kasus korupsi yang 
diadili dan Amar Putusan PN Palopo tahun 2004-2010. 
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Tabel 1. 
Data kasus korupsi yang diadili dan amar Putusan PN Palopo 
Tahun 2004-2010 
No. Tahun 
Jumlah 
Kasus 
Amar Putusan Keterangan 
1. 2004 1 Pidana penjara 2 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
Incrach 
2 2005 3  Pidana penjara 4 tahun dan 
denda Rp. 200.000.000 
 Banding dan 
khasasi 
    Pidana penjara 4 tahun dan 
denda Rp. 25.000.000 
 Banding dan 
khasasi 
    Pidana penjara 1 tahun 4 
bulan dengan denda Rp. 
20.000.000 
 Banding  
3 2006 3  Pidana penjara 2 tahun 
dengan denda Rp. 
200.000.000 
 Banding  
    Bebas  
    Bebas  
4 2007 5  Bebas  
    Bebas   
    Pidana penjara 1 tahun 6 
bulan dengan denda Rp. 
30.000.000 
 Banding dan 
khasasi 
    Pidana penjara 2 tahun 6 
bulan dengan denda Rp. 
50.000.000 
 Banding dan 
khasasi 
    Pidana penjara 6 bulan   
5 2008 11  Bebas  
    Pidana penjara dengan denda 
Rp. 50.000.000 
 Inkrach  
    Pidana penjara 1 tahun 
dengan denda Rp. 50.000.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun 
dengan denda Rp. 50.000.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun 
dengan denda Rp. 50.000.000 
 
      
      
      
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      
    Bebas  
6 2009 14  Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
Banding 
    Pidana penjara 8 bulan dan 
denda Rp. 50.000.000 
Banding  
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
      
    Membebaskan terdakwa dari 
segala dakwaan 
 
    Melepaskan terdakwa dari 
segala tuntutan Hukum 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 100.000.000 
 
    Membebaskan terdakwa dari 
seluruh dakwaan Penuntut 
Umum 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
    Membebaskan terdakwa dari 
seluruh dakwaan Penuntut 
Umum 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 132.000.000 
 
    Melepaskan terdakwa dari 
segala tuntutan Hukum 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
7 2010 36  Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
Inkrach  
     Inkrach 
      
    Pidana penjara 6 bulan dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
    Bebas   
    Bebas   
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
    Pidana penjara 2 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
    Subsider 1 tahun kurungan  
    Pidana penjara 2 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
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    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan  2 
bulan dan denda Rp. 
50.000.000 
 
    Bebas  
    Pidana penjara 1 tahun dan  6 
bulan dan denda Rp. 
50.000.000 
 
    Pidana penjara 8 bulan dan  
dan denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 8 bulan dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 5 bulan dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 8 bulan dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
Banding  
    Pidana penjara 1 tahun 8 
bulan dan denda Rp. 
50.500.000  
 
    Pidana penjara 8 bulan dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
      
      
      
      
      
      
    Pidana penjara 5 bulan dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 8 bulan dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 5 bulan dan 
denda Rp. 2.500.000 
 
    Pidana penjara 1 tahun dan 
denda Rp. 50.000.000 
 
      
Sumber: PN Palopo, Januari 2014 
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Dari data penulis yang dikemukakan di atas, nampak dengan jelas 
bahwa :  
1. Kasus korupsi yang diadili di PN Palopo jumlahnya meningkat dari 
tahun ke tahun, yaitu tahun 2007, 5 kasus, tahun 2008, 11 kasus, 
tahun 2009, 14 kasus dan tahun 2010, 36 kasus. 
2. Amar Putusan Hakim PN Palopo tentang banyak penerapan 
ketentuan pidana minimal yaitu pidana penjara 1 tahun, bahkan 
ada beberapa pidana penjara di bawah dari pidana minimal yaitu 
pidana 8 bulan dan pidana 5 bulan. 
Penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya dengan upaya 
penanggulangan korupsi, jelas tidak memiliki daya efektivitas untuk 
menanggulangi korupsi. Itulah sebabnya Tindak Pidana Korupsi 
memperlihatkan peningkatan baik kualitas yaitu jumlah kasus dan jumlah 
kerugian negara maupun dari segi kuantitas yaitu tindak pidana korupsi 
dilakukan dengan cara yang sistematis dan lengkapnya memasuki seluruh 
aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara-cara dan bentuk-bentuk 
korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan keberanian 
pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi. 
Dari data yang penulis kemukakan sebelumnya, nampak dengan 
jelas bahwa pelaku korupsi yang diadili di PN Palopo meningkat dari tahun 
ketahun. Ini pelaku korupsi yang dapat diketahui, tidak termasuk korupsi 
yang banyak terjadi tetapi tidak terungkap (hidden crime). Itulah sebabnya 
kejahatan korupsi digambarkan sebagai gunung es di tengah-tengah 
samudera (the iceberg model). 
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Dari gambaran gunung es di samudera ini dapat dimengerti bahwa 
pelaku kejahatan korupsi yang dapat diketahui dan di tuntut serta diadili 
bahkan di pidana jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan pelaku 
korupsi yang tidak tertangkap atau tidak dapat diketahui apalagi di tuntut 
dan diadili. Oleh karena itu dalam upaya penanggulangan korupsi selalu 
terdengar nada sumbang/sinis bahwa pemberantasan korupsi ini 
dilakukan dengan cara tebang pilih. 
Penjatuhan pidana minimal dalam upaya penanggulangan korupsi, 
selain tidak memiliki daya efektivitas dan jerah, juga dapat menjadi satu 
motivasi baru meningkatnya pelaku korupsi. Bisa saja seorang yang tidak 
korupsi termotivasi untuk korupsi bahkan mungkin tidak mau korupsi 
menjadi mau korupsi karena penjatuhan pidana minimal itu. Penjatuhan 
pidana minimal bisa diibaratkan sebagai pupuk untuk menumbuh 
suburkan korupsi. 
Jadi andil atau sumbangan meningkatnya korupsi baik kualitas 
maupun kuantitas termasuk dipersembahkan oleh hakim-hakim yang 
mengadili korupsi dan menjatuhkan pidana minimal, bahkan menjatuhkan 
pidana dibawah minimal dan pidana bebas. Terhadap Hakim-hakim yang 
menjatuhkan pidana di atas pidana minimal bahkan pidana maksimal kita 
patut memberi apresiasi sebagai satu penghormatan kepada Hakim yang 
telah menjalankan tugasnya yang mulia. Kepada Hakim-hakim yang 
menjatuhkan pidana di atas pidana minimal bahkan pidana maksimal, 
haruslah kita acungkan jempol kepadanya karena Hakim tersebut telah 
menjalankan fungsi represif Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Jika dihubungkan penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku 
korupsi dengan salah satu teori tujuan pemidanaan, yaitu teori teleologis, 
jelas fungsi preventif untuk menanggulangi kejahatan tidak tercapai. Teori 
telelogis pada prinsipnya berpandangan bahwa penjatuhan pidana bagi 
pelaku tindak pidana adalah sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan 
baik manfaat untuk orang bersalah agar jerah melakukan kejahatan, juga 
manfaat untuk orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan 
kejahatan. Selain itu pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik 
yang bersifat khusus (special prevention) maupun yang bersifat umum 
(general prevention). 
Nampak dengan jelas dari teori ini bahwa punishment adalah cara 
untuk mencegah atau mengurangi kejahatan pemidanaan adalah tindakan 
yang menyebabkan derita bagi terpidana dan kebenaran prinsip ini 
apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana akan menimbulkan akibat 
lebih baik dari pada tidak dijatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan. 
Bertitik tolak dari teori di atas jelas bahwa penjatuhan pidana 
minimal terhadap kasus korupsi, sudah pasti tidak memperbaiki pelaku 
dan tidak mencegah orang lain melakukan korupsi. Hal ini terbukti dengan 
meningkatnya pelaku korupsi dari tahun ke tahun sekalipun Undang-
Undang Pemberantasan Korupsi telah diubah beberapa kali, ternyata 
korupsi dapat ditanggulangi, termasuk tidak dapat diminimalkan. Korupsi 
tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, usaha memperbaiki 
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perundang-undangan, bahkan dapat dimengerti bila muncul rasa putus 
asa untuk memberantasnya. Benarlah ungkapan Andi Hamzah (2008:VIII) 
bahwa para penegak hukum yang baik terlihat kehilangan akal dalam 
memikirkan dari mana mulai suatu penindakan. Semakin dialami dan 
ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada 
akhirnya semua pihak melihat bahwa di ujung tali tersebut ternyata 
tersangkut hampir semua elit politik, pengusaha dan petinggi hukum. 
Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam 
kisaran puting beliung korupsi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana dalam Putusan PN Palopo Nomor: 
611/Pid.Sus/2010/PN.Plp terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 
ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) a jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.  
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa 
dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf, 
maupun sebagai alasan pembenar, dan Hakim menerapkan 
hukuman yang bersifat komulatif yaitu penjatuhan pidana pokok 
penjara dan pidana denda. Dalam pidana pokok Hakim 
menjatuhkan pidana minimal yaitu 1 tahun penjara dan denda Rp. 
2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 
2. Penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya dengan upaya 
penanggulangi korupsi karena penjatuhan pidana minimal tidak 
menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Juga penjatuhan pidana 
minimal dapat menjadi motivasi baru untuk melakukan korupsi 
bahkan menjadi pupuk untuk menumbuh suburkan korupsi. 
Penjatuhan pidana minimal tidak dapat menjadi alat yang efektif 
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untuk mencegah korupsi baik yang bersifat khusus (Special 
Prevention) maupun yang bersifat umum (General Prevention) 
 
B. Saran  
1. Untuk menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, maka sebaiknya 
Hakim yang mengadili perkara korupsi diberi motivasi agar tidak 
menjatuhkan pidana minimal dalam putusannya. Karena korupsi itu 
adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka 
penegakannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa termasuk 
menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi (extra ordinary 
enforcement). 
2. Semua hambatan dalam penanggulangan korupsi, hendaknya 
dibuatkan solusi-solusi baru, sehingga hambatan-hambatan itu 
dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian korupsi dapat 
diberantas atau diminimalkan agar kerugian negara dapat diatasi 
dan perekonomian negara dapat dipulihkan. 
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